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BAB I
PENDAHULUAN

A, Latar Belakang

Perparkiran merupakan Salah satu permasalahan kota besar, seperti Kota Surabaya, yang

berpengaruh dan dipengaruhi oleh berbagai aspek. Perparkiran berkaitan dengan pendapatan

daerah, kemacetan, kelancaran lalu lintas jalan, kelancaran laltl lintas Perekonomian, Penyerapan

tenaga kerja, penataan rlrang dengan segenap fung5i rLtang yang melekEt padanya, dan lain-lain.

Apabila segenap aspek tersebut dikaji secara terintegrasi, maka akan menghasilkan suatu sistem

penyelenggaraan perparkiran yang mampu menguarai permasalahan yang ditimbulkannya.

Berkaitan dengan p€ndapatan daereh, penyelenggaraan perparkjran yang dilakukan oleh Pemerintah

Kota Surabaya (Pemkot Surabaya) perkr diarahkan untuk memudahkan penyusunan penyusunan

Rencana Anggaran dan Kegiatan perparkiran, sehingga perlu diketahui kapasitas/volume parkir di

Kota Surdbaya, Pemerintah Kota Surabaya dapat menuusun rencana anggaran pendapatan di bidang

perparkkan yang mendekati kondisi faktual atau kondisi riil. Demikian pula dapat disusun kebiiakan,

perencanaan, pelakanaan, dan pengawasan perparkiran yang komprehensif dan mendekati kondisi

faktualatau kondisi riil. Namun demikian, penyelenggaraan parkir oleh Pemkot Surabaya tidak boleh

hanya dilihat dari sisi retribusiyang menghasilkan pendapatan daerah, melainkan harus dikaji dengan

aspek-aspek lain yang berkaitan dengan parkr.

Kemacetan di kota, termasuk Kota Surabaya, ditengarai salah satu penyebabnya adalah parkir yang

kurang tertata, parkir yang tidak rnemiliki lahan yang mencukupi, sehingga memakan badan ialan,

akes keluar masuk lahan parkir yang sering tidak lancar sehingga memperlambat pengguna jalan

raya. Apabila sinyalemen demikiarr itu benar, maka berkaitan dengan parkir ini ada persoalan

penyediaan lahin parkir, penataan parkir/ penataan akses masuk dan keluar area parkir dan lain-lain

agar dengan demikian targetnya adalah bagaimana agar k€iatan perparkiran tidak menyebabkan

hambatan bagi pengguna jalan raya, sehingga kelancaran jalan raya tidak terganggu oleh aktivit?s

perparldran. Kelancardn lalul intas jalan raya berpengaruh terhadap kelancaran p€rekonomian Kota

Surdbaya, k€rena semakin kecil waktu tempuh yang dibutuhkan misyarakat dalam menuju satu titik

tujuan dalam rangka aKivitas bisnis, maka hal itu berpengaruh terhadap tingkat eFisiensi bisnis,

sehingga perlu diwujudkan penyelenggaraan parkir yang mampu memperlanclr aktivitas

perekonomian Kota Surabaya.



B. Identifikasi Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang sebaqaimana terpapar di atas, ada persoalan yang perlu

dijawah, antara lain:

a. Bagaimana penyediaan lahan Darkir dj Surabaya, baik parkir yang di tepi jalan umum, maupun

bentuk parkir Iainnya.

b. Bagaimana desain dan struktur pengelolaan perparkiran di Kota SurabaYa agar merupakan suatu

sistem yang mampu memperlancar lalu lintas jalan dan dengan demikian mampu meningkatkan

efisiensi aktlvitas perekonomian di Kota Slrdbaya.

c. Bagalmana sistem pemunEutan retribusi parkir agar tingkat kebocoGnnya tidak besar sehingga

targ;t perotehan retrlbusl dapat terwulud yang mendekati kondisi riil.

c. Turuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademlk

Naskah Akademik diperlukan sebagai dasar dalafil menentukan "solusi" dalam rangka mengatasi

permasalahan yang hendak diselesaikan melalui pengaturan hukum, Dengan adanya kaiian akademis

yang rnendasari suatu kebijakan menjadikan pengambil kebijakan lebih berhati'hati dalam

menetapk€n solusi, Pendekatan secara keilmuan memberikan alat bantu l.)agi Pemerintah untuk

mengaltkan permasalahan yang ada dengan permasalahan yang lebih luas cakupannya, sehingga

lebih komprehensif dalam melihat persoalan dan mencnri pemecahan masalah. Dari berbagei

alternatif solusi yang ditawarkan dalam naskah akademik, maka naskah akademik dapat digunakan

sebagai titik aniak untuk menentukan pasal-pasal peraturan.

Tuiuannya adalah sebagai berikuti

a. Menyediakan dab bagi pembentuk Peraturan D3erah tentang urgensi Pembentukan Peraturan

Oaerah mengenal penataan dan mengatur penyelenggaraan perparkiran di Surabaya dalam suatu

sistem perparkiran yang komprehensif.

b. Menyediakan bahan-bahan hukurn bagi pembentuk Peraturan daerah tentang kewenangan dan

ruang lingkup dalam kebijakan penataan perparkiran oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota )

dalam hal ini Kota Surabaya terutama dalam menata dan mengatur mekanisme akes masuk

keluar parklr, lahan parkir.

c. Mengatur tata kelola, sistem dan struktui keuangan daerah dalam kaitan dengan perparkiran.

D. Metode

Penelitian hukum dalam naskah akademik ini merupakan penelitian yuidis normatlf dengan

menggunakan beberapa metode pendekatan. f4eiode pendekatan yang pertama adalah statute

approach, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan



regulasi yang bersangkut paut denEan isu hukum yang sedang ditanganir, Pendekatan berikutnya

yang dilakukan adalah conceptual approach dtmana pendekatan ini beraniak dari pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum'zdalam hal ini yang berkaitan

dengan pengelolaan perparkiran.

I

sebagalmana permasalahan hukum yang telah dlidentifikasl, maka penelusuran bahan hukum

difokuskan kepada produk hukum perundang-undangan di jenjang mulai Undang'undang ke

p€raturan dl bawahnya, Selanjutnya bahan hukum primer tersebut didukung dengat literatuf-

literatur, hasil-hasil kajian, pendapat pakar, serta data-data empiris terkait dengan permsalahan.

Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan untuk kep€ntingan menyusun penelitlan lnl

menggunakan beberapa tahapan. Pertama, mencari peraturan Perundang_undangan yang terkait

dengan pokok masalah yakni pengelolaan perparkiran. Berikutnya, prosedur pengumpulan bahan

dilanjutkan dengan membaca, mencari dan mengkaji teori-teori dalam literatur yang menjelaskan

tentang landasan berpikir teoretis atas isu hukum yang hendak diteliti, Dalam menemukan alternatif

solusl, penyusun juga melakukan analisis perrnasalahan dengan metode RocciPL Terakhir, peneliti

mengidentit]kasl, mengaitkan, dan menganalisa semua fakta dan bahan hukum yang didapat untuk

kemudian menyusun peraturan perundang-undangan.

Dalam menganallsa bahan hukum yans dlgun;kan untuk naskah akademlk inl, penyusun

menggunak€n metode deskriptif analiLis, yaitu metode yang memusatkan diri pada penguraian

masalih, pemaparanr penafsiran dan analisa sehingga akan mengfrasilkan kesimPUlan yang

berdasarkan pada hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian normatif ini pula,

penyusun berusaha untuk menjelaskan analisa-analisa yang telah dilakukan dalam pembahasan yang

komprehensif namun mudah dipahami, pembahasan yang tmretis namun tidak mustahil

diimplementasikan agar tidak membuat semakin jauh jarak antara teori hukum dengan praktek

hukum, sehingga nantinya diharapkan solusi yang ditemukan diharapkan dapat semakin

mendekatkan fakta yang ada dengan solusi yang aplikatif yang dapat diterapkan dalam praktek

kepemerintahan di daerah. Secara garis besar proses penyusunan Peraturan Daerah meliputi tiga

tahap yaitu:

a. Tahapkonseptualisasi

b. Tahap sosialisasi dan konsultasi publik

c. Tahap proses politik dan p€mantapan.

lPeter l4ahmud, l4arzlki, Peieitian Hukum, K€nc.na,lakart ,2009. hal.93
zlbid. hal.95



Selanjutnya, metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah kualitatif

deskriptif yang menggunakan pendekatan sosio yur;dis. Pendekatan tersebut merupakan suatu

bentuk pendekatan dari aspek hukum yang dibarengi dengan aspek sosial, ekonomi, politik.



BAB II,
KA'IAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A, Kajlan Teoritis

Wewenang Pemerlntah Daerah dalam Penyelenggaraan Perparklran

Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan daerah dalam rangka otonoml daerah dltetapkan

dengan menganut slstem otonomi luas, pelakanaan otonoml tersebut tentunya tidak dapat

melepaskan dari konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal

1 ayat (1) UUD 1945, Hal tersebut dikarenakan Negara Indonesia illl s].r,atv eenheidsstaat, maka

negara kesatuan tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya )iang bersifat staat iugatt.

Dalam tataran teoritis dikenal adanya pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal.

Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah suatu pembagian kekuasaan dalam suatu negara

dibagi dan diserahkan kepada lembaga-lembaga negara. Pembagian kekuasaan secara vertikal yaitu

suatu p€mbagjan kekuasaan antare pemerintah pusat dengan satuan pemerintah lainnya yang lebih

rendah. Pembagian kekuasaan seca.a vertikal tersebut lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 18

ayat (l),ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UUD 1945. Hal inl sesuai dengan

pendapat Eko Prasojo yang menyatakan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah

daerah yang mewujudkan dala,T pembagian kekuasaan pemerintah dapat dibedakan ke dalam

pembaglan kekuasaan secara horizontal dan vertikal.

Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan konsensus untuk menciptakan keseimbangan

antara pemerintah pusat dan penterintah oaerah yang melahirkan desentralisasi. Dengan mengingat

bahwa tidak semua urusan per,erintahan dapat dilakukan secara sentralisasi maka desentralisasi

menjadi asas penyelenggaraan pemerintahan yang diterima secara universal. Namun, kewenangan

klasik yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal dilaksanakEn

secara sentralisasi. Antara sentralisasi dan desenhalisasi bukan merupakan dil.hotomi melainkan

bersifat kontinuum,3 Otonomidaerah ditetapkan dengan menganut sistem otonomi luas, pelakanaan

otonomi tersebut tentunya tidak dapat melepaskan dari konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945. Hal tersebut dikarenakan Negara

Indonesia itu sratu eenheidsstaat, maka negara kesatuan tidak akan mempunyai daerah dalam

lingkungannya yang bersifat sfaaf juga".

I Eko Prasojo,Irfan Ridwan lvlaKum, 
_i€!uh 

Kurniawan/ Oesentratisasidan perneantahan DaeGh I AniaG Modet
Demokrd5 Lokaldan efisiensi SuukEral, Depariemen llmu Admlnistsas Faku tas Imu Sosialdan Ilmu Poltiik Universit s Indonesia,
2006, h. 11



Menurut Bagir Manad, di dalam pelakanaan otonomi daerah terdapat asas desenkalisasi yang

mengandunq makna bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak

semata-mata dilakukan oleh pemeriniah pusat, melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan

pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam bentuk satuan teritorial maupun fungsional . satuan-

satuan pemerintahan yang lebih rendah diserahi dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri

sebagian urusan pemerintahan. Dengan dernikian, desentralisasi merupakan pengakuan hak atau

penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah, Desentralisasi dapat dibedakan ke

dalam desentGlisasl terltorial dan desentralisasi fungsional, Desentrallsasi teritorial melahirkan

pemerlntahan daerah yang otonom, sedangkan desentralisasi fungsional adalah melahirkan daerah

yang melakanakan fungsi pemerintah pusat didaerah dengan tanggungjawabnya pada pemerintah

daerati, Dekosentrasl adalah penugasan kepada pejabat atau dinas-dinas yang memPUnyai

hubungan hirdrkhis dalam suatu badan pemerintahan untuk mengurus tugas-tugas lertentu yang

diserGl hak untuk mengafur dan membuat keputusan dalam mssalah-masalah tertentu,

pertanggungjawaban lerakhir tetap pada badan pernerintahan yang bersangkutan.

Wesber mengartlkan desentralisasi sebagai 'to decentrallze fieans to devide aod disttibute, as

govemmental adminbffatlon; to withdraw ftom the center ot place of concentration"'

("mendesentralisasikan bermakna sarana untuk membagi dan mendistribusikan, administrasi

pemerintahan, untuk menarik diri dari pusat atau tempat konsentrasi"),

Sedangkan Rondinelli dan Cheema menyatakan bahwa desentftlisasi adalah: "......, the transler of
plannlng decision making, or adninistrative authority from the centftl government to its field

otganizations, local administft:ive uniL9, semi-autonomous and parastatal organization|d. ("...

transfer pengambilan keputusan perencanaan, atau kewenangan administratif dari pemerinhh pusat

kepada organisasi Iapangan, unit administrasi lokal, semi-otonom dan organisasi parastatal").

Pendapat tersebut di atas senada dengan pendapat The Liang Gie yang menyatakan bahwa

desentralisasi adalah pelimpahan wewenang untuk menyelenggarakan segenap kepenLingan

setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami suatu wilayah. Satuan organisasi pemerintahan

itu berikut lingkungan wilayahnya disebut daerah otonom. Wewenang untuk menyelenggarakan

segenap kepentingan setempal yang diterima oleh satuan organisasi pemerintah itu dinamakan

otonomi. Aparatur daerah otonom yang memegang otonomi itu disebut pemerintahan daerah,

sedangkan segLnap penyelenggaraan wewenang untuk kepentingan setempat tersebut berikut

4 Baglr l'lanan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah l4enurut UUD 1945. Pustaka SinarHarapan,la[ada,L994 h.30
5G. shabbir GEema and Deinis A. Rondinelli, Dec€nLGlizatjon dnd D€velopment (policY Implementat on in

D€veloping Countsies), Sage Publicabons B€verLy Hrlls/London/New De hl, 1980, h. 7



kewajiban, tugas dan tanggungjawabnya tercakup dalam istilah pemerintah daerah. Dekonsentrasi

adalah pelimpahan dalam rangka jabatan yang bermakud memberikan wewenang dari pemerintah

pusat kepada Q?ra pejabat pemerintah itu sendiri menurut tingkat'tingkat hirarkhis. Seorang pejabat

pemerintah pusat diberi wewenang untuk menyelenggaraka:] pemerintahan dalam suatu lingkungan

wilayah tertentu yang lazimnya disebuL daerah admlnistiatif. Dekonsentrasi tidak menimbulkan

pemerintahan daerah, melalnkan pemerintahan oleh pejabat atau lnstansl pusat di daErah6

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyrtakan bahwa desentralisasi adalah pembentukan daerah

otonom dengan kekuasaan-kekuasaan tertentu dan bidang-bidang kegiatan tertentu yang

diselenggarakan berdasarkan pertimbangan, inlsiatif dan administrasi sendiri. Dalam desentralisasi

dijumpal proses pembentukan daerah yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya,

disertai dengan pendelegasian kewenangan-kewenangan atau kekuasaan atas pengelolaan urusan

atau kegiatan tertentu. l"lenurut Smith, pendelegaslan kekuasaan dari tingkat tertinggi ke tingkat

yang leblh rendah, dalam hlrarkhitefiitorial meliputi dua aspek. Pertama, syarat pembatasan \rilayah

(the linitation of areas) karena adanya pembagian teritorial negara. Kedua, penyerahan wewenang

(the delegation of authotity), (...,"that decentralization involves one of more division of fie staEb

terntory) G.. "oesetfiallsasi yang melibatkEn salah satu divisl lebih wilayah negara),

Pembagian kekuasaan secara vertikal (hubungan pusat dan daerah dalam format Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI) tidaK menjadikan kedaul6tan NKRI menjadi terbagi-bagi, tetapi tetap satu

yaitu kedaulatan terletak pada NKRI. Prinsip yang mendasari pembagian kekuasaan (devision of
powe€) pusat dan daerah, (ekuasaan atau kewenangan yang ada pada pemerintah daerdh

merupakan kewenangan yang bersifat delegatif dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat

mendapatkan kekuasaan dan kewenangan dalam melakanakan pemerintahan, diperoleh secara

atributif dari konstitusi atau UUD 1945, ladi, kewenangan delegasi ini tidak serta merta membawa di

dalamnya aspek kedaulatan di daerah yang berdiri sendiri, lepas dari ikatan kesatuan NKRI/. Hal ini

berarti hubungan antara pusat dan daerah merupakan konsekuensi adanya pembagian kekuasaan,

Pembagian kekuasaan yang dimakud disini adalah pembagian kekuasaan secara vertikal yang

melahirkan adanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah. I4enurut Mohammad Kusnadi dan

Binta R. Saragih, kekuasaan Negara terletak pada pemerintah pusat bukan pada pemerintah daerah,

tetapi pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaan kepada pejabat-pejabatnya di

daerah dalam rangka dekonsentrasi atau kepada daerah berdasarkan hak otonomi dalam rangka

desentralisasi, t'lenurut Carl l. Frederich pembaglan kekuasaan secara vertikal dan disebut juga

6The Lrang Gie, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah diNegara Republik Indonesia,lilid UI, Uberty,
Yoljakarta,1995, h.38,39

TAsussalim AndiGadjons, Pemeriitahan Daerah (Kajlan PoLltik dan Hukum), Analisis Perundang-Undansan
P€menntahan Daerah dan OtonorniDaerah SemenlakTahun 1945 sampardengan 2004, Ghalia lndon€sra,2oo7,h.51



pembagian kekuasaan secara te:ito al (tedtorial divtsion cf power) adalah pembagian kekuasaan

menurut tingkahnnya dan dalam hal ini yang dimaksud ialah pembagian kekuasaan antara beberapa

tingkabn pemerintahans. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik lndonesia, terribnal divison of
porle. itu diwujudkan dengan adanye satiran pemerintahan yang disebut dengan pemerintah pusat

dan pemerintah daerah, Pemerintah pusat yang dimaksud adalah perangkat Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang terdiri dari Prcsiden dan pera menteri, sedangkan pemerintah daerah

adalah kepala daerah beserta perangkat Caerah otonom yang lain sebagal badan ekekutif daerah.

Dalam suatu negara kesatuan, pada hakikatnya semua urusan pemerintahan berada pada

pemerintah pusat, tetEpi urusan peme ntahan tersehut dapat diserahkan atau didelegasikan kepada

satuan pemerintah yang lebih rendah melalui kuasa undang-undang.

Disamping itu, berdasarkan desentralisasi urusan pemerintahan dibedakan antara:

1) Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah, yakni :

a) Urusan dalam bidang politik luar negeri; 
I

b) urusan dalam bidang pertahanar;

c) Urusan dalam bidang keamanar,;

d) Urusan dalam bidang moneler dan fiskal nasional;

e) Urusan dalam bidang yustisi; dan

D Urusan dalam bidang agama.

2) Urusan pemerintahan yang dikelola secera hrsama antar tingkatan dan susunan pemerintahan

aiau konkuren yaitu urusan-urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang menjadi

urusan Pemerintah, Pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren dilakukan

berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi.

Secara material, urusan pemerintahan dapat dibagi menjadi: 1) Ljrusan wajib, dan 2) Urusan pilihan.

Pembagian urusan pemerintahan datam rangka ddsentralisasi dilakukan dengan menerapkan Teori

Residu atau PPtJ-Sisa, sehingga urusan Pemerintah dapat dibedakan menjadi :

(l) Urusan Pemerintah yang menjadl urusan pemerintah pusat

(2) Urusan pemerintah yang menjadi urusan pemeriniah provinsi

(3) tJrusan pemerintdh yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota.

Dalam hal ini membawa konsekuensi juga dalam pembagian wewenang antara pemerintah pusat,

pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dan kota Hal ini sesuai dengan

ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

8 Miriam Budiardio, Dasar'Dasar ilm! Polrtllt Grameda, Jakada,1988, h.138



Daerah. l.4enurut Pasal 13 dinyatakan bahw6 urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah provinsi

merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi i

I. perencanaan dan pengendalian pembangunan;

2. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawosan lata ruan;

3. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

4. penyedlaan sarana dan prasarana umum;

5. penanganan bidang kesehatan;

6. penyelenggaraan pendidikan dar alokasi sumber daya manusia potensial;

7. penangulangan masalah sosial lintas kabupaten/koG;

8. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/koE;

9. fasllltasl pengembangan kop€rasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;

10. pengendalian lingkungan hidup;

I L pelayanan pertanahan termas!k lintas kabupaten/koLa;

12. pelayanan kependudukan, dan c;Latan sipil; ,

13. pelayanan administrasi umun) pemerintahan;

14. pelayanan adminlstrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;

15. p€nyelenggaraan pelayanan dasar lalnnya yang belum dapat dilaksanakan oleh

kabupaten/kota; dan

16. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peiaturan perundang-undangan

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 14 undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

oaerah dinyatakdn bahwa urusan v/ajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk

kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi :

1, perencanaan dan pengendalian pemllangunanl

2. perencanaan, pemanfaatn dan pengawasan tata ruang;

3. penyelenggaraan ketertiban umurn dan ketenteraman masyarakat;

4, panyediaan sarana dan prasarana umum;

5, penanganan bidang kesehatan;

6. penyelenggaraanpendidikan;

7. penanggulangan masalah sosial;

8. pelayanan bidang ketenagakeiaan;

9. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;

10, pengendalianlingkunganhidup;

11. pelayanan pertanahan;

12. pelayanan kependudukan dan catatan sipil;

13. pelayanan administrasi umunl pemerintahan;



14. pelayanan administrasi penanaman modalj

penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya ; dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh

peraturan perundang-undangan

perencanaan dan pengendalian pembangunan;

plrericanaan, pemanf"atn dan pengawasan tata ruang;

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

penyediaan salana dan prasarana umum;

Fle[Enganan bidang kesehalan;

penyelenggaraan pendidikan;

penanggulangan masalah soslal;

pelayanan bidang ketenagakerjaan;

fasllitasl pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;

pengendalian llngkungan hldup;

pelayanan pertanahan;

pelayanan kependudukan dan catatan siorl;

pelayanan administrasi umum pemeriniahani

pelayanan administrasi penanaman modal;

penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya ; dan urusan waiib lainnya yang diamanatkan oleh

perdturan perundang-undangan.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

24,

26.

27.

30,

Ketentuan tersebut di atas diganti dalam undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

terutama dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12.

Pasal 10:
(11 urusan pemerintahan absolui sebagarmana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi :

a. politik luar negeri;
b. pertahanan ;
c, keamanan;
d, yustisi;
e. rnoneter dan fiskal nasional; dan
f. agama.

(2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintanan absolute sebagaimana dimaksud pada ayat (1)/
Pemerintah Pusat :

a. melaksanakan sendiri; atau
b. melimpahkan wewenang kepada InstansiVertikal yang ada di Daerah atau Gubernur sebagai

wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi,

Pasal 11
(l) Urusan oemerintahan konkuren sebagaimana dimakud dalam pasal 9 ayat (3) yang men;abi

kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan urusan pemerintahan pilihan
(2) Urusan Pemerintahan Vvajib sebagaimana dimalGud pada ayat (1) terdiri atas Urusan

Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan lJrusan pemerintahan yang tidak
berkaitan dengan Pelayanan Dasar



(3) Ljrusan Penierintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagaimana substansinya merupakan
Pelayanan Dasar.

Pasal 12 i

(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagimana dimakud
dalam Pasal 11 ayat (2) r,eliputi :

a. pendldikan ;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d, perumahan rakyat dan kawasan permuklman;
e, ketenteraman, ketertiban umum, dan perllndungan masyarakau dan
f. soslal;

(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana
dlmaksud dalam Pasal 11 ayat (2) hellputi :

a. tenaga kerja;
b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
c. pargani
d. pertanahan ;
e, lingkungan hldup;
f. administrasl kependudukan dan pencatatan sipll;
9. pemberdayaan masyarakat dan desa;
h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. perhubungan;
,, komunlkasl dan lnformatika;
k., koperasl, usaha kecil dan menengah;
l. penanaman modal;
m. kepemudaan dan olah raga;
n. statlstik;
o. Persandian
p, Kebudayaan
q. Perpustakaan ; dan
r, Kearsipan

(3) Ljrusan Pemerintahan Pilihan sebagainana diinaksud dalam Pasal 11 ayat(1) meliputi:
a, kelautan dan perikanan;
b. pariwisata;
c. pertanian;
d. kehutanan;
e. energy dan sumber daya mineral;
f. perdagangan;
g. perindustrian;dan
h. transrnigrasi.

Selanjutnya ketentuan urusan pernerintahan wajib yang dilakukan oleh pemerintahan Daerah

Kabupaten atau Kota di bidang perhubungan salah satunya yaitu memFunyai kewenangan untuk

melakukan penerbitan izin penyelenqgaraan dan pembangunan fasilitas parkir dalam rangka untuk

menyejahterakan masyarakat daerahnya yang ditegaskan datam Lampiran I Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 angka I PEMBAGIAN URUSAN PEI14ERINTAHAN KONKUREN ANTARA PEI4ERINTAH

PUSAT DAN DAEMH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA angka I.r tvlATRrKS PEMBAGIAN



URUSAN PEIT,IERINTAHAN KONKUREN ANTARA PEI4ERINTAH PUSAT DAN DAERAH PROVINSI DAN

DAEMH KABUPATEN/KOTA huTUf O, PEI4BAGIAN URUSAN PEI14ERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN:

Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintah Kota Surabaya (Pemkof Surabaya) secara abtibutiF

mempunyai wewenang untuk m€ngatur penye,enqgaraan perparkiran. Pasal 115 Undang-undanq

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD-

2009) menegaskan: "Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimakud

dalam Pasal 110 ayat (1) huruf e adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang

ditenfukan oleh Pemerintah Daerah sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Pada waKu dikeluarkan dan diberlakukan UU PDRD-2009, Pemerintahan Oaerah diatur berdasarkan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (l.JU Pemda-

2004). Pada saat ini, Pemerintahan Daerah diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerinrahan Daerah (UU Pemda-2o14). Berdasarkan Pasal285 UU Pemdl-

2014, retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah.Dalam perspekif sejarahnya,

berkaitan dengan paFk daerah dan retnbusi daerah, pada \^raktu dikeluarkan UU PDRD-2009

ditemukan pertimbangan-peftimbangan faKual, antara lain bahwa dengan berlakunya UU Pemda-

2014 berlkut perubahannya, penyelenggaraan pemerintahan daerah dllakukan dengan memberikan

kewenangan yang seluas-luasnyar disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarak€n

otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara; Pajak daerah dan

retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai

pelaksanaan pemerlntahan daerah; Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan

kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retdbusi daerah dan

pemberian diskresi dalam penetapan tarif; Kebijakan pajak daerah dan rehibusi daerah dilaksanakan

berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabitifas

dengan memperhatikan potensi daerah.

Lebih hnjut, Penjelasan lJmunr UU PDRD-2009, dntara lain menyatakan, bahwa terkait dengan

Retribusi, undang-Undang Undaig-l.Jndang Nomor 18 lahun 1997 tentang pajak Daerah dan R.etribusi

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Uldang-Undang Nomor 34 Tahun 2OOO tentang perubahan

atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun1997 tentang Fajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu

disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah karena hanya mengatur prinsip,prinsip dalam

menebpkan jenis Retribusi yang dapat dipungut Daerah. Baik provinsi maupun kabupaten/kota tidak

diberi kewenangan untuk menetapkan jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam peraturan

pemerintah. Selanjutnya, peraturan pemerintah menetapkan lebih rinci ketentuan mengenai objet<,

subjel! dan dasar pengenaan dari 11 (sebelas) jenis pajak tercebut dan menetapkan 27 (dua puluh



tujuh) jenis Retribusi yang dapat dipungut oleh Daerah serta menetapkan tarif Pajak yang seragam

terhadap seluruh jenis Pajak provinsi.

Selaln perluasan pajak, dalam UUPDRD-2009 Juga dllakukan perluasan te.hadap beberapa objek

Retribusi dan penambahan jenis Retribusi. Retribusi Izin Gangguan diperluas hingga mencakup

pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha seclra terus-menerus untuk mencegah terjadinya

gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum/ memelihara ketertiban lingkungan dan

memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja, Terdapat 4 (empat) jenis Retribusi baru bagi

Daerah, yaitu Retribusi Pelayanan Tera/.Tera UlanE, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi

Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Retribusi lzin Usaha Perikanan,

Dengan memperhatikEn dan menimbang beberapa takta hukum sebagatmana terpapar dl atas, maka

Pemerlntah Daerah Kabupaten/ Kota, termasuk Pemkot Surabaya, memitiki wewenang untuk

memungut retribusi FErkir dalam kaitan dengan pelayanan parkir yang diselenggarakannya, dan dana

hasll retrlbusl tersebut dlmakudkan sebagai salah satu sumber pendapatan pemkot Surabaya.

Potensl Pendapatan Daerah yang Bersumber darl perparkiran

Berapa jumlah uang fdng dapat dikumpulkan oleh pemkot Surabaya setiap tahun dari,hasil retribusi

parkir: Rp 10 mivar, Rp 20 milyar, atau lebih dari itu dan apakah pendapatan tersebut sudah

rnerupakan hasii ietribusi dari kondisi apa adanya, ataukah masih b€rsifat perotehan dari iarget yang

disusun pada setiap awal tahun?

I

Apabila memperhatikan jumlah kendaraan bermotor yang setiap hari melakukan parkir di wilayah

Pemkot Surabaya, dengan menimbang angka pertumbunannya, maka secara togika penghasilan

retribusi parkir di wilayah Pemkot Surabaya merupakan sumber darE pendapatan daerah yang

potensial. Pada tahun 2012 target retibusi parkir berada pada kisaran Rp 19 milyar, sehingga perlu

diketola secnra efisien dan efektif temasull menekan kebocorannya dengan cara menciptakan sistem

penyelenggaraan parkir yang efektif dan ensien, Apabila penyetenggaraan perparkiran ditata dalam

suatu sistem yang mampu untuk memberilGn pelayanan yang baik dan opumal, tarif yang

bersesuaian dengan kemampuan masyarakat, kenyamanan dan keamanan yang memadai, penyetoran

ke kas daeiah yang mudah dan sederhana, pengurangan kebocoran haris retribusi parkir, maka

pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi parkir akan memberikan sumbangan kepada

pendaoatan daerah yang jumlahnya tidak sedikit.

Pendapatan teEebut merupakan sumber pendapatan yang sah karena pemkot Surabaya

menyelenggarakan jasa pelayanan parkir, maka memiliki hak pungut atas pembayaran jasa parkir. UU



PDRD-2009 menegaskan bahwa yang dimakud Retribusi Daerdh, yang selanjutnya disebut Retibusi,

adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan oiang pribadi atau Badan.

Sedangkan yang dlmaksud dengan jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan

pelayanan yang men)€babkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh

orang prlbadl atau Badan, Parilr termasuk ke dalam,kategorl lasa umum yaknllasa yang dlsediakan

atau di#rikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat

dinikmatl oleh orang pribadi atau Badait.

Aspek penting berkaitan dengan pendapatan dari retribusi parkir ini adalah perencanaan anggaran

penerimaannya beserta metode penghiturgannya agar dengan demikian antara target dan

realisasinya tidak berbeda jauh.

Berikut ini, pasaFpasal dalam UU PDRD-2009 yang berkaitan dengan penyelenggaraan parkir sebagai

bagian dariiasa umum.

Pasal 108 Eyat (1) UU PDRD-2009r
Obrek Retrlbusi adalahi
a. JasE L,mum;
b. Jasa usaha; dan
c. Perizinan Tertentu.

Pasal 109 uU PDRD-2009:
Obrek Retrlbusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan
Pemerlntah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmatl
oleh orang pribadl atar.J Badan,

Pasal 110 UU PDRD-2009|
(1) Jenis RetribusiJasa Umum adalah:

a. Retribusi Pelayanan KesehaLan;
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/(ebersihan;
c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan pengabuan l4ayau
e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
f. Retribrsi Pelayanan Pasar;
g. Retribusi Pengujian Kendaraan BermoLor;
h. Retribusi Pemerikaan Alat Pemadam Kebakaran;
i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak peta;

i. eetrious eeniidiaan danfatau penyedotan Kakus; i

k. Retribusi Pengotahan Umbah Cairj
L Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.



(2) Jenis Retribusi sebagaimana dimakud pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabita potensi
penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanah
tersebut se@ra orma-cuma.

Pasal 115
Objek Retribusi Pelayanan Parkir Ji Tepi lalan lJmum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat
(1) huruf e adalah penyediaan pelayanan parkir di tepijalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 149
(1) Jenls Retribusi lasa Umum dan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal

110 ayat (1) dan Pasal 141, untuk Daerah provlnsi dan Oaerah kabupaten/kota dlsesualkan
dengan kewenangan Daerah masing-maslng sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan,

Integrasl Kebljakan Pemerintah Daerah dalam Kerangka Pengurangan Kemac€tan,

Penataan Pedestrian, Penciptaan Lapangan Kerja, Pelayanan Publik

Sesual dengan amanat lJndang-lJndang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

pemerinfahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yanq menjadi kewenangannya,

kecuall urusan pemerintahan yang menjadi !rusan pemerintahan, Dalam men/elenggarakan urusan

pemerintahan yang menjadl kewenangan daerah tersebut, pemerintah daerah menjalanl.€n otonomi

seluasluasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas

otonomi yang melahirkan otonomi daerah, l4enurut Bagir Manan s, otonomi seluas-luasnya bertolak

dari prinsip semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah,

kecuali yang ditentukan sebagal urusan pusat. Dalam negara modern, lebihlebih apabila dikailkan

dengan paham negara kesejahteraan, urusan pemerintahan, tidak dapat Cikenal jumlahnya, Sistem

ini secard umum tehh ditentukan dahulu tugas-tirgas yang menjadi wewenang pemerintah pusat,

sedangkan sisanya menjadi urusan rumah tangga daerah. Kebijakan sistem ini terutama terletak

pada saat timbulnya keperluan-keperluan baru, pemerintah daerah dapat dengan cepat mengambil

keF,utusan dan tindakan yang dipandang perlu,ldnpa menunggu perintah daripusat,

Otonomi daerah atau desentralisas; akan membawa sejumlah manfaat bagi masyarakat di daerah

ataupun pemerintahan nasional. Shabbir Cheema dan RondinelliI0, menyatakan ada 14 alasan yang

merupakan rasionalitas dari desentralisasi

1. a means of otercoming the severe limitations of centrally contrclled national planning and
managefient to olficials who are woking in the fiel4 closer to the problems,

2. cut thmugh the enonnous amounts of red lape and the highly strudured prccedurcs
chamcteristic of central planning and managenent in developing nations that result in paft fron
the overconcentation of powe4 authority, and rcsources at the center of the govenment in the
national capital,

9Ba9ir 14anan, Henyongsong......,Op.cii,h.37
looennisA. Rondinelliand G. Shabbir Cheema, Implemenbng.....,Op.cit, h.14 16.



3. doset contact between governme omcials and the local Wpulation would allow both to obtain
beftet infurmation with which to fomlulate morc realisAc and effedive plans for govemment
proj*ts and progam'

4. allow better political and administrative "penetrction" of national government policies into arcas
Emote from the national capital.

5, allow grcater rcprcsentation fot va ous political/ religious, etnic, and tribal groups in
development d&lsion making

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.

lead to the development of gteater ddhh sttBtlve capab lty among local govelnmenb and
pdvaE institutions ln lhe regions and prcvln@. It could also glve local of,clals the oppoftunlty
to develop theh nanageial and technical skills,
efrciency try, elieving top management ollicials of routine fusk that could be more effectfuely
perfomed by field sbff ot local otricials,
provide a gtfuciJre thrcugh which activites of various cent@l govemment ministies and agencies
lnwlved ln development could be @ordinated more efrectively
to instituttbnalize pafticipation of citizens in development planning and fianagement,
offset the influence or control over Cevelopment activities by entrenched local elites
lead b more llexlble I lnnolativel and creative administmtion,
allow local leadeE to locate seyiLes and facilities nore effectively within communities, to
lrtegrate lsolated or lagging areas into rcgional econofiles, and to mohitot and evaluated the
implemenEtlon of development prcjects more etreatively,
inctease politicl stability and national unity by giing groups in different secticns of the counw
lncrease the nuhber of public goods add se ices-and the etrlclency with which they are
dellvercd- at lo\/et @st.

14,

Salah satu alasan yang dikemukakan oleh Shabbir Cheema dan Rondinelli di atas adatah adanya

kecenderungan yang makin meluas akibat perkembangan Fungsi pelayanan dalam pemerintahan

sehingga desentralisasi dapat memungkinkan pemimpin di daerah menetapkan pelayanan dan

fasilltas secara efektf ditengah-tengah masyarakat dengan lebih baik daripada yang dilakukan oleh

peiabat pusat. Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren

senantlasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, pemerintah daerah

provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yanq berkaitan dengan pelayanan termasuk

Pelaya0an,

Pelayanan sebagai proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang secara langsung,

merupakan konsep yang senantiasa aktual dalam berbagai aspek kelembagaan termasuk pada

taLananan organisasi pemerintahan, Dalam kondisi denikian, hanya organisasi yang mampu

memberikan pelayanan berkualitas yang dapat merebut kebutuhan potensial, seperti halnya

lembaga pemerintah semakin dituntut untuk menciptakan kualitas pelayanan yang dapat mendorong

dan meningkatkan kegiatan ekonomi, Oleh karena itu, pelayanan yang dilakukan aparatur harus lebih

proaktif dalam mencermati paradigma baru global agar pelayanannya mempunyai daya saing yang

tinggi dalam berbagEi aktivitas publtk. Hal ini akan tnembawa konsekuensi bagi birokrasi menjadi

center of excellence (pusat keunggulan) dari pemerintahan,



Untuk mewujudkan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren dalam bidang pelayanan

maka secara proporsional antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah

kabupaten/kota, ditetapkan kriteria pembigian urusan pemerinLahan yang meliputi eksternalitas,

akuntabilitas dan efisiensi yang mencerminkan adanya pelayanan dasar dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Hal ini diatur dalatn Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

Tahun 2014 yang menyatakan bahrNa pembagian urusan pemerintahan sebaglmana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (3) Uu No.23 Tahun 2014 berdasarkan prinsip akuntabilitas, eFislensi dan eksternalitas,

serta kepentingan strategis nasional. Penggunaan prinsip tersebut diterapkan secara kumulatiF

sebagai satu kesatuan dengan mempertimbangkan keserasian dan keadilan hubungan antar

tingkatan dan susunan pemerintahan.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. prinsip

eksternalitas didasarkan atas pemikiran bahwa tingkat pemerintahan yang berwenang atas suatu

urusan pemerintahan ditentukan oleh jangkauan dampak yang diakibatkan dalam penyelenggaraan

urusan pemerinLahan tersebut, Eksternalitas adalah prinsip pembagian urusan pemeriniahan dengan

memperhatikan dampak yang titnbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatll urusan

pemerintahan, Apabiia dalhpak yang ditimbulkan bersifat lokal maka urusan pemerintahan tersebut

menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Sedangkanf apabila dampaknya bersifat

lintas kabupaten/kota/regional ntaka urusan pemerintahan itu menjadi kewenangan pemerintahaf

provinsr, dan apabila dampaknya bersifat lintas provinsidan /atau nasional, maka urusan itu menjadi

kewenangan pemerintah,

Prinsip akuntabllitas adalah kriteri3 penrbagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan

pertanggungjawaban pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah

kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urLlsan pemerintahan tertentu kepada masyarakat. Apabila

dampak penyelenggardan bagian urusan pemerintahan secara langsung hanya dialami secara lokal

(satu kabupaten/kota) maka pemerintahan daerah kabupaten/kota bertanggungjawab mengatur dan

mengurus urusan pemerinbdhan tersebut. Sedangkan apabila dampak penyelenggaraan bagian

urusan pemerintahan secara langsung dialami oleh lebih dari satu kabupaten/ kota dalam satu

prcvinsi. maka pemerintahan daerah provinsi yang bersangkutan bertanggungjawab mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan tersebut, dan apabila dampak penyelenggaraan urusan

pemerintahan dialami lebih dari satu provinsi dan/atau bersifat nasional maka pemerintah

bertanggungjawab untuk mengatur dan mergurus urusan pemerintahan dinEksud.

Prinsip efisiensi adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna

tertinqgi yang dapat diperoleh dari penyelenggaiaan suatu urusan pemerintahan. Apabila urusan



pemerintahan lebih berdaya guna ditangani pemerintahan daerah kabupaten/kota, maka diserahkan

kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota sedangkan apabila akan lebih berdaya guna bita

ditanganioleh pemerintahan daerah provinsi maka diserahkan kepada pemerinbhan daerdh provinsi.

S€balikhya apabila suatu urusan pemerintahan akan berdaya guna bila ditangani pemerintah mak€

akan tetap meniadi kewenangan pemerintah yang berdasarkan urusan.

urusan yang menjadi kewenangan daerah terdtridari urusan warib dan pillhan, Urusan pemerintahan

waJib adalah urusan penterintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang

terkalt dengan pelayanan dasat (bdsic sen/ices) bagi masyarakat, Urusan yang bersifat pilihan adalah

urrrsan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang

terkalt dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (core compeEnce) yang menjadi kekhasan

daerah. urusan pemerintahan diluar ualsan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh

pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah yang bersangkutan tetap harus

diselenggarakan oleh pemerlnLahan daerah yang bersangkutan. Namun mengingat terbatasnya

sumber daya dan sumber dana yang dimiliki daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan
p€merintahan difokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang benar-benar mengarah pada

penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kekhasan daerah

yang bersangkutan.

Pelayanan dasar selalu dilakukan oleh aparat penyeienggara pelayan publik yaitu para pejabat,

pegawai dan seuap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara. pelayanan dasar selalu

berkaltan dengan fungsl pelayanan publiktl yang dilakukan oleh pemertntah. pelayanan publik di

dalam trukum Administrasi dikaji dalam pendekatan fungsionaris, yaitu dengan Litik pDak bahwa yang

melaksanakan kekuasaan pemerintahan adalah pejabat (orang). Oleh karena itu yang menjadi

perhatian dalam pendekatan Fungsionaris adalah perilaku aparat dalam meiakukan pelayanan publik.

Demikian pula di bidang pertanahan, pelayanan urusan pertanahan merupakan bidang urusan

pemerintahan sehingga perlu dilakukan pendekatan berdasarlian pendekatan fungsionaris.

Dengan pendekatan ini, norma Hukum Administrasi tidak hanya metiputi norma pemerintahan tetapi

norma perilaku apa'ral (orerheidsgedrag). pendekatan ini dengan titik pijak bahwa yang

melakanakan kekuasaan pemerintahan adalah seorang pejabat. Oleh karena itu, Hukum

Administrasipun harus memberikan perhatian kepada perilaku aparat. Dengan pendekatan ini, norma

U Dalam UU t€nlang PelEyanan Pubtik drnyatakdn bahwa petavanan plbtrk adatah kegiatan atau rEngkaian kegtahn
daam Gngka pemenuhan kebubihan dasarsesua dengan hak-hEk sipitsebap warga negaG da; penduduk.tas suatu b;rang, iasadrn atnu pelaFnnn administrasiyang disediakEn oteh penyetenggara p€taya;an puibtik p,andingk;n menurutl4r. NE. Atgra, er;1.,
Kamus Istilah Huklm Forkema Andreae, Betanda Indoneia, Bina Cipta, Cet. I, Jakarta, 1983, h.363, petayanan pubtik aiialah
urusanyang terbuka untuk umurn, kepentingan Lmum. Urusan yang terbJka untuk umum metiputi;mu; bidan'g yang berka tan
delqan oublik.



Hukum Administrasi tidak hanya meliputi nomra pemerintahan tetapi norma perilaku aparat

(overheidsgedng), Di Belanda, norma perilaku aparat digali dari praktik ombudsman, Institusi

ombudsman pertama kali lahir di Swedia walaupun Swedia bukanlah satu-satunya negara yang

pertama kali membangun sistem pengawasan Ombudsman, Istilah ombudsman berdsaldari bahasan

skandlnavla yang berarti wakil sah seseorang. Berikut ini penjelasan Teten l4asduki dalam Budhi

l.4asthurl tentang batasan-batasan pengertian ataupun ruang lingkup darl Ombudsman:

"Se6ra tradisional Ombudsman dikenal sebagal lembaga independent yang menerima dan
menyelldlkl keluhan-keluhan masyarakat yang menladl korban kesalahan admlnlstrasl
(maiadministrasi) publlk. Yaitu keputusan-keputusan atau tindak€n pejabat publik yang

menyi,npang (deviate), sewenang-\/enang @rbitrary), melanggar ketentuan
(iffegular/ilhgitlmaE), penyalahgunaan kekuasaan faruses of power), ketedafibalan yang
tldak ped\t (undue delay) atau pelanggaran k€patu:a,n (equityJ'12

Ada dua norma dasar bagi perilaku aparat yaitu sikap melayani (dienstbaarhei4 terpercaya (

betrouwbaarheq yang meliputi openhei4 nauwgezethei4 integiteit, soberhei4 eerlikheid, Di

Indonesia, lembaga yang mempunyai kewenangan irnluk menilai perilaku apar3t pemerintahan yang

ielek (maladministrasD dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat adalah Komisi

Ombudsman Nasional yang dldasarkan pada Keppres Nomor 44 Tahun 2000 yang telah diganti

dengan undang-Undang Republik Indonesia Nonor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik

lndonesia,

Keberadaan Ombudsman di Belanda diatur dalam Natiorale Ombudsman A6t yang dibentuk pada

Tahun 1981. Namun pada Tal"un 1801 dan 1805 di Belanda telah ada suatu lembaga pengawas

terhadap pejabaFpejabat pemerintah yang be.nama Nationale Syndlbdfdan tugasnya serupa dengan

Ombudsman. Nationale Ombudsman merupakan badan yang bebas dari pengaruh pemerintah dan

anggota Ombusdman diangkat dan dipilih oleh Tweede Kamer dati Staten Geneal (Pademen) atns

rekomendasi dari wakil ketua Dewan Pertimbangan Agung (Raad van Staate), Ketua MA (Supreme

Courl) dan Ketua Badan PemeriGaan Keuargan (Netherlands Coutt of Audil (Art. 78 a Ground Wet

dan Sect 2 Ombudsrnan Act 1981 yang diubah pada tanggal 12 Mei 1999). Anggota Ombudsman

bukan dipilih oleh Ratu (Crorvr), melainkan oleh suatu panitia atau kelompok telah pejabat tinggi.

Dengan demikian, maka Ombudsman Eelanda merupakan Ombudsman Parlemen (Parliamentary

Onbudsfian) Tugas utama Ombudsman adalah melakukan investigasi terhadap lindakan-tindakan

lembaga-lembaga pemerintahan yang dalam Natio\ale Ombudsman,46t dinamakan administrative

bodies. Dengan lstilah administiatile bodi$ yang dimaksudkan adalah " Ministers; Royal

hmmissioners and Mayors, Any other boCy, entrusted with public aLthotity in the Nethe and._..".

12 Kon,LslOmbudsman Nasional, Peramn OmbudsnEn Dalam Pemberantasan dan Pen€egahan Korups Serta
Pelakanaan Pemenntahan Yang Barlt Komisr Ombudsman Nasional Cei.2,2007, h.42.



Ombudsman di Belanda merupakan sarana terakhir perlindungan hukum bagi lr,Wat(tegal protectioD

against authotith. Petanannya sangat berbeda dengan pengadilan yaitu Ontbudsman terutama tidak

dapat rnenilaisegi legitimasi dari perintah atau penguasa, akan tetafj memberikan rekomendasijika

pard pegawai pemerintah telah bertingkah laku tidak sopan (notreepedab$ dalam berhubungan

dengan warga negara dalam memberikan pelayanan umum.

Tugas yang dilakubn Ombudsnran Belanda mempunyai kesamaan dengan Ombudsman Republik

Indonesia yaitu melilai aparat pemerintah berdasarkan norma perilaku yang diukur dengan konsep

maladninistrasi, lstikjh matadrninigtrasidigunakan sebaqai dasar penili,ian perilaku aparat atau

peJabat publik dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. lyenelaah arti kata

maladminlstrasi, berasal dari Bahasa Latin malun yang artinya jahat 0elek). Istilah adminishasi

sendirldari Bahas Latin administhre yang betarti melayani. f€lau dipadukan kedua istilah tadi berarti

pelayanan yang ielel! sedangkan pelayanan itu dilakukan oleh peiabat publik.r3 dalam kaitan dengan

maladministasi E,L Sykes, mengemukakan "the most appropiate genetal desctiption is that his

works is dlrectd a! the co ection of case of maladministration a term which has been desnibed as

including bias, neqleci delayt inattention, incompetencq ineptitude, pe ersi6,, turpitude and

arbita nesd4",

Ada dua (2) perilaku dasar bagi perilaku aparat, yaitu: sikap melayani (dlenstbaarhetd),

betrouwbaarheid (t*percaya) yang meliputt openheid (ketebukaan)t nauwgqetheid (kehaH-hatian,

kecermatan), integiteit (inlegtitns), soberre,t/ (kesederhanaan), eerlikheid (khotmatan).15 Hal ini

sesuai dengan pengatuEn dr UK's Parliamentary and Health Service Ombudsman (pHSO)r6 yang

menyatakan bahwa semua badan publik itu harus Lisa memberikan pelayanan yang mencerminkan

good administratioD (pemerintahan yang baik). Badan publik tersebut harus bisa menampilan kepada

publik bahv./a pelalEnan yang diberikan itu cepat, efisien dan terbuka. Ada beberapa prinsip yang

diterdpkan oleh UKb Pa iamentary and Heatth Seruice Onbudsman (4HSO) dan prinsip tersebut

mencerminkan good administration. Enam prinsip tersebut yaitu :

1. Getting it right (melayani dengan tepat)

2, Being custoner focused (fokus pada kebutuhan pemohon)

3, 8ein9 open and accountable ( tetbuka dan dapat dipertanggungjawabkan)

4. Acting hirly anC popottionafe, (memenuhi asas persamaan dan proposional)

13 Tntieh sa DjatmLah, Faute per.onere Dan Fauie De serr'rce Daram Tanggung GuEat Negara, yuridika, vor.19 No.4
luii-Agustus 2004, h.361

14 E.l. Sykes BA (Qtd) LtD (r9erb) et a., Genera! prinoptes ot Administsatjve Law, Third Ediron, ButteModr, Sidney,
1989, h.2l

15 Tatiek sn DjannbLi, Faute personete ... . 0p.c1t.,h.362

- 15 Trevor Buck, Ridard K*ham and Bnan Thompsoo, The Ombudsman EnEAnse and Admintstrative lustjce,
Published by Arhgate tubhsl-rE Urnited Wey Cout Ean Enltand,Zoib, p.31
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6.

Putting hings rqht(mdakukan sesuatu sesuai prosedur)

S@king continuous inmp@ve.zerf (berusaha meningkatkan pelayanan yang baik)

lYenurut Anita Stuhmcke dalam buku The Ombudsman and inLerprise and Administhtive Justice

menyabkan:

'hrs ldchttlcd tfuee ky ctcfieDE lo lhsdtutlonal lnbgrfiy whlch dlrectly llnk tu the Dles

Niormed by different bo'lies within the addinistratlve Justice system, ltlcluding the
Ombudsfian, Bieflh and of couBe very generallk ittdlcial revlew as undeftaken by courts
ensure the lirtt elenent, nanely that decisians made govemment agencies are autho zed by
law, )udicial revlew may also extent to the second elefient of ensuing that powers aE
oerctsed for the purpose.. boadly understood, for which they were confened Ttibunals are
bodies that undeftake merits review to ensure that both the coffect and preferable decisionls
made in a pafticular case, thereby placing emphasis upon the first and se@nd elenents,
while no doubt the thid elenent oF institutional values b infusd to varying degrees within
both the operadon ofjudi.ial review and meriE revlew, the mechanism of ombudsnen best
rcllecb this element of review. lt is ln this nannet that an ombudsmaL by contrlbuting to the
values of which an lnstitutiot must obey, provides ifitegrity revtew. tT (ada liga elemen kunci
untuk menjamln integritas suatu institusi yang mempengaruhi sistem peradilan administrasi
termasuk didalamnya mengenai Ornbudsman yaitu pertama, bahwa keputusan yang dibuat
oleh bad?n pemerintah itu harus herdasarkan hukum yang berlaku, kedua; kewenangan yang
digunaKiih untuk mengambil keputusan rt! harus benar dan dipahami secara luas dan
proposlonal, ketiga; adanya mekanisme untuk mengevaluasi suatu keputusan yang sudah
diambll.)

Papararr di atas dapat dikaitkan dengan pengertian pelayanan publik berdasarkan Pasal 1 angka 1

Undang-Undang Ncfior 25 Tahun 2009 ter,tang Pelayanan Publik (selanjutnya disebut UU 25/2009).

adalah keglatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan bagi setlap warga negara dan penduduk atas barang, Jasa,

dan / atau pelayanan administraiif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Konsep

pelayanan publik demikian itu ditopang dengan berbagai peraturan perundang-undangan, seperti

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang

Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (selaniutnya disebut UU 28/1999), Undang

Ljndang Reoublik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-

Undang RepLblik Indonesia l,{omor 37 Tahun 2008 Tentang Ombuosman Republik Indonesia.

Penyelenggaraan parkir, khususnya di tepi jalan umum, memerlukan perencanaan, penataanr dan

pengopeGsian yang sistematis dalam suatu bentuk kebijakan yang terintegrasi. Beberapa aspek

berlilitan dalam kaitan dengan perparkiian yang pada akhirnya memerlukan kebijakan yang

terint&rasi.

17 tbid, P. 29



Tepi jalan umum, idealnya, tidak digunakan untuk lahan parkir, karena penggunaan tepian ialan

umum iJntuk iahan parkjr akan menimbulkan kemacetan. Kemacetan yang timbul akan berdampak

kepada ketidakefisienan waku fempuh ketika pengguna jalan hendak menuju suatu titik tujuan atau

lokasi tertentu untuk menyelenggarakan urusannya. Kemacetan memang tidak hanya disebabkan

oleh karena persoalan perparkiran, namun juga faktor lain seperti jumlah kendaraan yang terus

bertambah yang tldak mampu ditampung oleh kapasitas jalan umum yang voluJmenya terbatas,

Namun, perlu dlpahaml bahwa parkir iuga memberl andil dalam persoalan kemacetan dt jalanan di

Kota Surabaya.

Penyelenggaraan parkir di berbagai titik parkir di Kota Surabaya (sekitar 1,600 tiflk, berdasarkan data

DPRD Surabaya), memerlukan perrgaturan yang memadai, sebab jika tidak ditata maka akan

menghasilkan ketidakteraturan perparkiran yang berciampak kepada ketidakteraturan lalu lintas jalan.

Pada sisl lain, apabila pada setiap titik diperlukan 2 orang juru parkir, maka pelayanan perparkiran di

Kota Surabaya akan menampung 3.200 orang tenaga kerJa dengan potensi pendapafan sesuai upah

Minimum Regional. Permasalahannya, akan dipo6isikan sebagai tenaga kerja atau pegawai yang

bagaimanakah mereka yang bekerja pada sektor parkir ini? Hal itu memerlukan kebiiakan yang tegas

agar dengan demikian juru parklr-juru parkir itu tidak "bermajikan ganda,', pada satu sisi wajib

mematuhl Pemkot Surabaya, pada sisi lain harus mematuhi ,,majikan parkir,, yang tidak tegas posisi

dan staJktur kelembagaannya, namun dl lapangan secara nyala menguasai dan mengendalikan

pelayanan parkir di lokasi tertentu.

Dalam kaitan dengan tungsi jalan, fungsi pedestrian, kelancaran lalu tintas, kenyamanan dan

keamanan maslarakat pengguna jalan/ ke depan perlu dipikirkan untuk membangun fasilitas gedung

parkir yang diselenqgarakan secara bertahap, sehingga fungsi jalan, pedestrian, dapat optimal.

B Asas/Prinsip Penormaan Terkait Kewenangan SKPD Memungut Retribusi, Tarif dan

Pelayanan Masyarakat

Rezim Penyelenggaraan Perparkiran

Selards dengan materi retribusi daerah yang diatur dalam UU PDRD-2009, dengan menimbang

kewenangan yang diberikan secara atributif kepada pemerintah Daerah Kabupaten /Kota dalam

rangka pelayanan parkir, maka penyelenggaraan parkir oleh pemerintah kabupaten/kota merupakan

suatu rezim penyelenggaran perparkiran yang diiadikan sebagai bagian bentuk pelayanan umum

kepada mesyarakat dengan cara pemerintah kabupaten/kota menyediakan petayanan parkir yang

secara normatif diposisikar. sebagai suahJ bentuk jasa umum, Rezim demikian itu dimulai sejak

Undang-lJndang tJndang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah

sebagaimana telah diubah dengan lJndang-Uitang Nomor 34 Tahun 2OOO tentang perubahan atas



Undang-Undang Nomor 18 Tahun1997 tentang PaFk Daerah dan Retribusi Daerah yang pada waktu

itu sudah diberlakukan retribusi parkir yahg wewenangnya diberikan kepada pemerintah

kabupaten/kotd.

Perkembangan melalui UU PDRD-2009 terdapat pada kewenangan yang diberikan kepada

pemerlntah kabupaten/kota dalam penerbitar, izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilibs
parklr.

1, Retrlbus: Parkir dan Kew.nangan Memungut

Berkaitan dengan kewenanEan memungut atas pelayanan parkir yang diselenggara-kan pemkkot

Surabaya, tentu oleh WallkoLr akan ditugaskan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),

Idealnya, kewenangan itu dipengut oleh Dinas Perhubungan.

2. Tarif
I

Persoalan tarif meliputi 2 (dua) hal. Pertama, besaran tarif parkir yang ditetapkan berdasarkan

Jenls-Jenls kendaraanj Kedua, prcduk hukum apa yang digunakan untuk menetapkan tarif parkir,

konkritnyat pereturan daerah (Perda) atau peraturan walikota (perwali). Apabila penetapan

besaran tarif harus menggunakan Perda, maka konsekuensinya, apabila terdapat perkembangan

kondlsi di masyarakat yang berpengaruh terhadap persoalan perparkkan, perubahan ataq

penyesualan tarlf parklr Udak dapat dllakukan dengan segera karena proses Fembuatan perda

memerlukan waktu yang lama. Secara prdgmatis, akan lebih efisien jika penentuan besaran tarif

ditetapkan melalui Perwali, sedangkan dalam oerda penyetenggaraan perparkiran ditetapkan

ukuran-ukuran pengubah tarif atau faktor-faktor pengUbah tarif parkir. KeFstian tarif juga harus

menjadi memerlukan perhatian serlus daro Pernkot Surabaya sehtngga pada setiap titik atau

lokasi parklr pedu dipasang informasi tentang besaran tarif parkir, Hal demikian itu berguna bagj

pengguna parkir atau pengguna aqar membayar sesuai tariF.

3. Pelayanan Publik

Parkir merupakan suatu bentuk jasa yang delam perspetdif penyelenggaraan pemerintahan

daerah masuk ke dalam ranah pelayanan ,publik yang dikonstrukikan sebagai suatu bentuk

pelayanan kepada masyaraknt detqan tegeo prestasi sqara langsung dalam bentuk retribusi.

Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi pemkot Surabaya untuk tidak memberikan pelayanan

terbaik atau best practices dalam pelayanan perparkiran. Untuk memudahkan masyarakat

pengguna parkir memahami bahwa lokasi itu merupakan lokasi parkir yang diselenggarakan oleh

Pemkot Surabaya, maka pada setiap titik parkir perlu dipasang papan Informasi parkir yang

memuat informasi tentang penyelenggararya, tarifnya, ketentuan ringkas seperti risiko

kehilangan harang atau kendaraan.



c. Kajian Empirik

Kondisiterkiniperparkiran diSurabaya rnenghasilkan permasalahan, antara lain sebagaimana yang

akan dibahas dalam uraian di bawah ini.

Permasalahanryang Dihadapi Pemkot Surabaya

a. Keterbatasan lahan parkit'

Lahan mana yang paling banyak digunakan untuk parkir di Surabaya ini? Apabila dilakukan

perdataen secara riil sangat mungkin jawabannya adalah tepiJalan Umum. padahal berdasarkal

fungslnya, jalan umum itu fungsi utamanya bukan untuk lahan parkir, Di beberapa ruas jalan di

Surabaya, contoh: Krdmat Gantung, Gemblongan, Baliwerti, Kembang Jepun secara matematis

dapat dihitung berapa bagian russ jalan yang digunakan untuk parkir dan berapa sisanya yang

dapat dilalul oleh kendaraan yang melev,/ati jalan itu, Apabila kondisi demikian itu tidak segera

diatasi untuk diambil ialan keluarnya, maka pada masa yang akan datang mungkin saja terjadi
pada suatu ruas Jalan tidak dapat dilewati oleh kendaraan akibat penuh dengan kendaraan yang

parklr di sana.

b. Parkir liar
Permasalahan parkjr liar dan legal perlu dituntaskan dengan cara memberikan tanda, baik pada

lokaslnya maupun pada Juru parkirnya, Semakin tegas tanda atau tnformasl perparkiran yang

diselenggarakan oleh Pemkot Surabaya, maka ?kan dapat mengurangi praktik parkir liar yang

sering te4adi diwllayah Kota Surabaya.

c. Parkir di tempat usaha pribadi

Secara fakual, ada fenomena yang layak dipersoalkan dalam kaitan antara Jalan dt depan lokast

usaha dengan parkir. Apakah kepada setiap pengusaha yang menempati lokasi usaha yang di
depan lokasi usahanya ada jalan/ terlepas dari lebar jalannya berapa, maka kepadanya diberi hak

untuk menggunakan sebagaian badan jalan yang berada di depan lokasi usahanya itu sebagai

lahan parkir ataukah kepadanya diwajibkan menyediakan lahan parkir di sempadan bangunannya

agar dengan demikian fungsi jalan tiCak terganggu? persoalan itu memerlukan keputusan yang

bijaksana,

d. Ijin parkir

Sesuai dengan UU PDRD-2009 yang nembeiikan kewenangan kepada pemerintah daerah

kabupaten/kota untuk metakukan ,,penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas

pa*ir. maka pada masa yang akan datang pertu dilakukan penataan, bagaimana agar parkjr di

tepijalan umum semakin berkuEng dengan Gra memberikan ijin pembangunan gedung parkir

pada setiap ruas jalan yang di jalan itu terdapat aktivitas bisnis yang potensial menimbulkan

ketidaklancaran arus lalu lintas, Suatu contoh, dr ldlan Kramat Gantung, di sana tidak ditemukan
gedung parkir, sehingga perlu dibangun gedung parkir di salah satu titik di jalan itu dibarengi



1.

dengan laiangan parkir di sepanjang jalan itu, Larangan parkir di suatu ruas jatan seharusnya

diimbangl dengan pertimbangan, apakah di sana telah ada lokasi parkir ataukah belum.

Pengintegrasian ke dalam satu sistem
Pemetaan atas kondisi lalu tintes di Surabaya, titik kemacetan dan penyebabnya, lahirnya parkir
liar dan persoalan lain yang berka;lan dengan perparkiran seharltsnya dipecahkan secara
terlntegrasl sehhgga ada suatu slstem perparklran yang komprehensif. Analog dengan pelayanJn
parkir gedung yang diselenggarakan oleh pengusaha mal di Surabaya, ada beberapa hal yang

dapaL dikembangkan, misalrya sistem portal elektronik di pintu masuk maupun keluar yang

dengan fiedoflkasi tertentu seharusnya prakhk demikian dapat diterapkan di lokasi parkir di tepi
jalan umlm yang diselenggarakan pemkot Surabaya. pada sistem yang seperti itu, pelanggan

tidak membayar ke juru parkir, mel6inkan membayar pada kasir di portal kelubr, dan pada

beberapa lokasi parkir gedung dibarenor dengan kontrorterhadap kesesuaian antara Nomor porisr

kendaraan dengan Surat I'anda Nomor Kendaraan sehingga sekaligus terdapat kontrol
keamanan.

Sistem ini sekaligus dapat mengurangi angka kebocoran retribusi parkir, Inti. dari sistem ihi
terlefdk pada pembedaan antara petugas loket atau kasjr dengan juru parkir, antara keduanya
dipisahkan.

K-.sadaran masyarakat untuk Hdak parkir sembarangan.
Faktor yang tidak kalah penting untuk menciptakan ialanan yang nyaman, perparkiran yang
nyaman dan aman serta tertata dengan tertib, retribusi parklr tidak bocor, adalah membangun
budaya masyarakat untuk tertib parkjr y6ng terdiri atas: tetib tempat parkir, tedib posisi parkir,

tertib bayar parkir. Kampanya ke arah ketertiban perparkiran perl! dilakukan.

D. Implikasi Penyelenggaraan perparkiran Terhadap Kehidupan Masyarakat dan Keuangan
Daerah

Dengan menimbang bahwa penyelenggaraan perparkiEn yang diselenggarakan oleh pemkot

surabaya ternayara secara kewensngan bersumber dari distribusi kewenangan yang bersifat atributif;
demikian pula we\ienang untuk melakukan pungtannya bersifat retribuuf, maka perlu perda yang

mengatur penyelenggaran perparkiran. Secara sosial dalam penyelenggaraan perparkiran terdapat

iuga aspek pelayarEn umum, namun sekaligus membebani masyarakat sehigga perlu diputuskan
bersaha-sama dengEn badan legislahf yakni Dewan perwakilan Rakyat Daerdh dalam suatu produk
hukum Perda. Lebih dari itu, hasil punguian retribusi parkir akan mengisi kas daearah atau
merupakan salah satu sumber pendapatan daerah sehingga hal itu memiliki hubungan dengan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka se-ra prosedural harus dipuhis bersama-sama
dengan DPRD yang selanjutnya dituangkan ke dalam perda.

e.



A.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Umum

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai acuan atEU rujukan dalEm korangka 5frf./aE
approach unhrk kebutuhan penyusunan perda parkk ir,i, antara laln:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Urdang Dasar Negara Repubtik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinst Jawa ltmurlawa TengahDawa Barat dan Daeiah Istimewa yogyakafta

sebagalrnana telah dtubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembardn Negara
Tahun 1955 Nomor 19 Tambahan Lemberan Negara Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 19g1 tentang Hukum Acara pidana (Lembardn Negara Tahun
1981 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 34BO);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2OO4 tentang Jatan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nornor 132
Tambahan Lembaran Negara Nomor 44214);

5. Undang-l.Jndang Nomor 22 lahun 2OO9 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun Z0O9 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lenbaran
Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

7. Llndang-Undang Nomor 12'tzhun ZO11 tentang pembentukan peraturan perlndang_undangan

(Lembaran tlegard Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2,14, Tambahai Lembaran Negara Republik IndonesiA
Nornor 5587) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah penggant, undang_
Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik hdonesia Tahun 2014 Nomor 246);

9. PeIaturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang_undang Nomor g

Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (Lembaran Negara Tahur 19g3 Nomor 36 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 32Sg);

10. Perdturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang prasarana dan Lalu Lintas Jatan flernbaran
Negara Tahun 1993 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);

11. Peraiuran Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan pengemudi (Lembaran
Negara Tahun 1993 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);

12. Peraturdn Pemerintah Nomor 66 Tahun 2OO1 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomo. 4139);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahar Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4593);

14. Perdturan Peme-intah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006

Nomor 86 Tambahan Lembardn Negara Nomor 4555);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 t€ntang Pembagian Urusan Pemerintahan Antard

Pemerintah, Pernerintahan Daerah Provinsl dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kotn

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Kl'1.'65 Tahun 1993 tentang Fisilitas Pendukung

Keglatan Lalu Ljntas dan Angkutan Jalan;

17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas parkir untuk

Umum;

18. Keputusan lYenteri Perhubungan Nomor KM. 4 r, ahun 1994 tentang Tata Cara parkir;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang pedoman Tata cara

Pemungutan Retribusi Daerah;

20. Keputusan Menterl Dalam l',legeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara pemerikaan di

Bldang Retribusi Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nonror 73 Tahun 1999 tentang pedoman

22. Keputusan l.4enterl Datam Negeri Nomor 245 Tahun 2OO4 tentang pedoman penetapan Tarif
Retrlbusl Jasa Umum;

23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah llngkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 tentang tzin

Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah lngkat II Surabaya Tahun 1992

Nomor 5/C);

24. Peraturan Daereh Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang penyidik pegawai Negeri Sipil

Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E);

25. Peraturdn Daerah Kota Surabaya Nomcr 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 3);

26. Peraturan Daerah Kota SurabEya Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Organisasi perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2OOB Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota

Surabaya Nehor 8);

27. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2OO8 tenlang Urusan pemerintahan yang

l4enjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2OOB Nomor 11

Tambahan Lembaran Oaerah Kota Surabaya Nornor 11). i



B. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Berdasarkan aiuan sebagaimana telah diinventarisasi tersebut diatas, beberapa peraturan

perundang-undangan yang paling rel€van dibahas sebagai berikut:

l. Pasal 18ayat(6) Undang Undanq Da$r Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
I

Secara konstitusional berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Pemerintahan Daerah Kotamadya

Surabaya dapat membeniuk Perda Pa*ir sebagai perwujudan otonomi daerah, dalam hal ini

Pemerlntah Kob Surabaya diharapkan dapat mendapatkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Kofd Surabaya.

Pasal 18 ayat (5) L,UD 1945 menyarakEn bahwa pemerlntah daerah berhak menetapkan

peraturan daerah dan peraturan-perafuran laln untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas

pembantuan. Dalam kaitan ini maka slstem hukum nasional memberikan kewenangan atributif

kepada daerah untuk menetapkan Perda dan peraturan daerah lainnya, dan perda diharapkan

dapat mendukung secara sinergis program-program pemerintah di daerah.

Perda sebagaimana Peraturan perundang-undangan lainnya memllik fungsi untuk mewujudkan

kepastlan hukum (rcchbzekefieid, legal ceftainty). untuk berfungsinya kepastian hukum

Peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten

dal?m perumusan dimana datam Peraturan peiundang-undangan yang sama harus terpelihara

hubungan slstematlk antara kaldah-kaldahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya

hubungan harmonisasi anLara berbagai peraturan perundang-undangan.

Pengharmonisasian Peraturan perundang-undangan rnemiliki urgensi dalam kaihn dengan asas

peraturan perundang-undangan yang lebih rendeh tidak boleh bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang lebih tjnggi, sehingga hal yang mendasar dalam penyusunan

rancangan perdturan daelah adalah kesesuaian dan kesinkronannya dengan peraturan

Perundang-undangan lainnya.

2. Undang-tjndang Nomor 38 Tahun 2OO4 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2OO4 Nomor 132

Tambafun Lembaran Negara Nomor 4444);

Pasal l angka 4 yang menyatakan: "Jalan adalah prasaEna transportasi darat yang meliputi

segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan

bagi lalu lintas, yang berada pada permqkaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah

permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lcri,

dan jalan kabel."



Berdasarkan ketentuan tersebut jalan sebagai prasarana transportasi darat meliputi segala

bagiai jalan, karena semua pusat kegiatan beserta wilayah pengaruhnya membentuk satuan

wilayah pengembangan, Pusat pengembangan dimaksud dihubungkan dalam satu hubungan

hierarkis dalam bentuk jaringan ialan yang nenuniukkan struktur tertentu, Dengan skukur
tersebut, bagian iaringan jalan akan memegang Feranan masing-masing sesuai dengan

hierarkinya,

Pasal 5 aydt (1) yang menyatakan bahwa jatan sebagai bagian prasarana trdnsportasl

mempunyai perdn penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik,

pertahanan dan keamanan, sefta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dari

aspek ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan katalisator di antara proses

produksi, pasar, dan konsurnen akhir. Dari aspek sosiat budaya, keberadaan jalan membuka

cakrawala masfarakat yang dapat menjadi wahana penlbahan sosial, rnembangun toleransi, da[
mencairkan sekat budaya. Dari aspek politik, keberadaan ialan menghubungkan dan mengikat

antar daerah, sedangkan dari aspek pertnhanan dan keamanan, keberadaan jalan memberikan

akses dan mobilitas datam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keemanan.

Pasal 62 ayat (1) yang menyatakan bahwa masyarakat sebagai penggLrna jalan berhak

memberikan masukcn kepada penyelenggaran jalan dalam rangka pengaturan pembinaan,

pembangunan, dan pengawasan lalan, berperan serta dalam penyelenggaraan jaian,

memperoleh mantaat atas penyelenggaraan lalan sesuai dengan standar petayanan minimal yang

ditetapkan, memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan jalan, memperoleh ganti kerugjan

yang layak akibat kesalahan dalam pembangunan jatan, dan mengajukan gugatan kepada

pcng;dihn terhadap kerugian akibat pernbangunan jalan.

Pasal 63 dan Pasal 64 memberikan ketentuan pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja

atau karena kelalaiannya mengakibatkan tergdnggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat

ialan.

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Linbs dan Angkutan Jalan (Lembaran

Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negard Nomor SO25);

Pasal l angka 15 dan angka 16 secara eksplisit menyatak€n tentang pengertian parkir dan

berhenti, yaitu: Parkk adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa

saat dan ditinggalkan pengenudinya, sementara berhenti adatah keadaan kendaraan tidak

bergerak untuk sementara dan trdak ditinlgalkan pengemudinya.



Pasal I angka 29 ntengatur tentang manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian

usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan? pengahlran, dan

pemelihardan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewuiudkan, mendukung dan

memelihara keamanan, keselamatan/ ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 43 seaara khusus mengatur tentang fasilitas parkir, yaitu:

ayat (1) menyatakan bahwa penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat

dlselenggarakan di Iuar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan.

ayat (2) menyatakan bahwa penyelenggaraan fasilltas parklr di luar ruang milik ialan

sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara

Indonesia atau badan hukum Indonesla berupa:

a, usaha khusus perparkiran; atau

b. penunjang usaha pokok.

ayat (3) menerangkan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat

diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang

harus dlnyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan,

ayat (4) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengguna jasa fasilitas

parkir, perizinan, persyaratan, da,t tata clra penyelenggaiaan fasilitas dan parkir untuk

umum diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 44 menyatakan bahwa penetapan

dilekukan oleh Pemerintah Daerah dengan

a, rencana umum Eta ruang;

b. analisis dampak lalu lintas; dan

c. kemudahan bagi Pengguna Jasa.

lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umuT

memperhatikan:

Pasal93:

ayat (1) menyatakan bahwa manajemen dan rekayasa lalu lintas dilakanakan untuk

mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin

keamanan, keselamatan, ketertiban/ dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

ayal (2) menerangkan bahwa marajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. penetapan prioritas angkutan mDssal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan

khusns;

b. pemberian prior:tas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki;



c, pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;

d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus lalu lintas berdasarkan peruntukan lahan,

,nobilitas/ dan aksesibrlitas;

e. pemaduan berbagai moda angkutan;

f. pengendalian Lalu Lrntas pada persimpangan;

g, pengendallan Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau

h. perlindunganterhadaplingkungan.

ayat (3) rnengatur tentang manalemen dan rekayasa lalu lintas meliputi kegiatan:

a, perencanaan;

b, pengaturan;

c. perekayasaan;

d. pemberdayaan; dan

e. pengawasan,

Pasal 94 ayat (1) meneranllkan bahwa kegiatan peren@naan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 93 ayat (3) huruf a mellpu i

a. identifikasi masalah Lalu Lintas;

b. inventarisasldan analisis situasi arus lalu linLas;

c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angku'an orang dan barang;

d. lnventarisasi dan analisis ketersedlaan atau daya tampung jalan;

e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Kendaraan;

f, inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;

g, inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;

h. penetapan tingkat pelayanan; dan

i, penetapan rencana kebjakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu

lintas.

Pasal 118 menyatakan selain kendaraan bermotor umum dalam trayek, setiap kendaraan

bermotor dapat berhenti di seLiap jalan. kecuali:

a. terdapat ramhu larangan berhenti dan/abu marka jalan yang bergaris uLuh;

b, pada tempat tertentu yrng dapat membahayakan keamanan, keselamatan serta

men99an99u ketertiban dan keiancaran lalu lintas dan angkutan jalaU dan/atau

c. dijalan tol,

Pasal 120 mengatur tentang parkir kendaraan dijalan dilakukan secara sejajar atau mernbentuk

sudut menurut arah lalu lintas.



tjndang - Undang ini mengatur secara spesifik pengelolaan kebutuhan lalu lintas pada pasal

13:. ayat (1) menyatakan bahwa Fejalan kaki berhak atas ketersedidan fasilitas pendukuni
yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.

ayat (1) "... untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan Ruang Lalu Linras

dan pengendalian pergeral.an Lalu Lintas, diselenggarakan rnanajemen kebutuhan Lalu

Linbs.,.,,

ayat (2) " Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksr.Jd pada pasal (1)
dllakanakan dengan cara i

a) Pembatasan Lalu Lintas kendaraan perseorangan pada koridor atau lawasan tertentu
pada waKu dan jatan tertentu

b) Pembatasan Lalu Lintas kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada

waktu dan Jalan tertentu

c) Pembatasan Lnlu Ljntas motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan

lalan tertentu

d) Pembatasan Lalu Lintas kendaraan bermotor umum sesuai dengan klasifikasi fungsi
r Jatan,.

ayat (3) '?embarasan Latu Lintas sebagai mana dimaksud ayat (Z) huruf (a) dan (b) dapat
dilaKukan dengan pengenaan retribusi pengendalian lalu lintas yang diperuntukkan untuk
menlngkatkan ktnerja Lalu Lint3s dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai
dengan ketentuat) peraturan perunCang-undangan,,

ayat (4) "l'4anaJemen pembatasan Lalu Lintas ditetapkan dan dievaluasi secara berkala oleh

menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan angkutan
jalan, Pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota sesuaj dengan lingkup

kewenangannya dengan melibatkan instansi terkait,,

ayat (5) "Ketentuan lebih lanjut mengenai menagemen kebutuhan Lalu Lintas diatur
dengan Peraturan pemerintah,,

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tenLang paiak Daerah dan Retritlusi Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor S0i9);
Pasal 1 angka I menyatakan daerah otonom, yang selanjutnya disebut daerah, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang nempunyal batas-batas wilayah yang berwenang mengatur

dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Pasal 1 a[gka 10 menyatakan pajak daeEh, yang selanjutnya disebut pajak, adatah

kontribusi waiib kepada daeial. yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaka berdasarkan lJndang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal I angka 31 menerangkan bahwa pajak parkir adalah paJak atas penyelenggaraan

tempat parkir di luar badan ialan, baikvang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun

yang dlsediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan

bermotor,

Pasal I angka 32 menerangkan bahvra parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraafl

yang tidak bersifat sementara.

Pasal l angka 64 menyarakan bahwa rehibusi daerah, yang setanjutnya disebut retribusi,

adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

khusus disediakan dan/atau diberikan oieh Pemerinbh Daerah untuk kepentingan orang

pdbadl atau Badan.

Pasal I angka 69

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau

retrlbusl dlwajlbkan untuk melakukan

pemotong retribusl tertentu,

Badan yang menurut peraturan perundang-undangan

pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau

Pasal l ayat (3) menerangkan bahwa pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

otonomidan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana di maksud dalam Undang - Undang Dasar

Negara Republik Indonesia 1945

Pasal l ayat (10) menyatakan bahwa pajak daerah, yang selanjutnya di sebut pajalt adalah

kontribusi wajib pada daerah yang lerutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan daerah bagisebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 1 ayat (64) disebutkan bahwa retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi,

adalah ?ungub,n Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang



khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi

atau Badan".

Pasal 2 menyebutkan bahwa :

ayat (1) Jenis paiak pror'insi terdiri atas :

a. Pajak Kendaraan Bermotor;

b, Bea Balik Nama Kendaraan Eermotor;

c. Palak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

d. Paiak Air Permukaan; dan

e. Pajak Rokok,

ayat (2) menyatakan tentang jenis pajiik kabupaten/kota terdiri atas :

a, Pajak Hotel;

b. Pajak Restoran;

c. Pajak Hiburan;

d. Pajak Reklamei

e. Pajak Penerangan lalan;

f. Palak N{ineral Bukan l-ogam dan Batuan;

g. Pajqk Parkir;

h, Paiak Air Tanah;

i. Pajak Sarang Burung Waleu

i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan I

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Selain itu, Kabupaten/Kota juga masih diberi kewenangan untuk menetapkan jenis pajak lain

sepanjang mentenuhi knteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. l.rndang-Undang

tersebut juga mengatur tarif pajak makimum untuk kesebetas jenis paiak tersebut. Terkait

dengan retribusi, Undaug-Undang tersebut hanya mengatur prinsipprinsip dalam

menetapkan jenis retribusi yang dapat dipungut daerah. Baik provinsi maupun

Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan

dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 95 ayat (1) menyatakan bahwa pajak ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Pasal 108 ayat (1), disebutkan bahwa objek retribusi adalah I

a, Jasa Umum;

r b. Jasa Usaha; dan

c. Perizinan Tertentu.



Salah satu jenis retribusi yang hendak diatur di Kotamadya SuraDaya adalah menyangkut

parkir. Oleh karena itu, untuk memberikan dasar pijakan dalam pemungutan retribusi parkir

tersebut, maka Pemerin*nh Daerah Kotamadya Surabaya harus membuat perda tentang

parkir.

PaSal 110 ayat (1) menyatakan jenis refribusi jasa umum adalah:

a. Retribusl Pela) anan Kesel,atan;

b, Retrlbusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda penduduk dan Akta Catatan Sipil;

d. Retrlbusl Pelayanan Pemakaman dan pengabuan l.4ayat;

e, Retribusl Pelayanan Parkir di fepiJalan Umum;

f, Retribusl Pelayanan Pasar;

g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotorj

h. Retribusi Pemerikaan Alat Pemadam Kebakaran;

i, Retribusi Penggantian Biaya Cetak peta;

j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;

k, Retribusi Pengolahan Lin,bah Cair;

l. Retribusi Pelayanan Teraffera Ulang;

m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan

n. Retribusi Pengendalian I\'lenara Telekomunikasi.

Pasal 115 menerangkan bahwa objek retriblsi pelayanan parkir dl tepi jalan umum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf e adalah penyediaan pelayanan parkir di

tepi jalan urnum yang ditentukan oleh pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan

Fleraturan perundang-undangan,

Pasal 127 menerangkan bahwa jenis retribusijasa usaha adalah:

a. Retribusi Pemakaian Kekryaan Daerah;

b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan;

c. Retribusi Tempat Pelelangan,

d. Retribusi Terminal;

e. RetribusiTempat Khusus parkir;

f. Retribusi Tempat penginapan/,pesanggrahan/Villa;

g. Retribusi Rumah Potonq Hew3n;

h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;

i, RekibusiTempat Rekreasi dan Otahraga;



j, Retribusi Penyeberangan di Air; dan

k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 132:

ayat (1) menerangkan bahwa objek retribusi tempat l.$usus parkir sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 127 huruf e adalah pelayanan tempat khusus parkir yang

disediakan/ dlmllikl, dan/atau dikelole oleh Pemerintah Daerah,

ayat (2) mentyatakan halyang dikecualikan dari obiek retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau

dikelola oleh Pemerintah, BUlvlN/ BL-llv1D, dan pihak swasta.

Pasal 15O menyatakan jika jenis retribusi selah yang ditetapkan datam pasal 110 ayat (1), pasal

127, dan Pasal 141 sepanjang mernenuhi kriteria (a) retribusi jasa umum; (b) rehibusi jasa

usaha. (c) retsibusi perizinan tertentu, dapat di jadikan sebagai retribusi oenis reLribusi

larhbahan) yang di tetapkan oleh Peraturan Daerah. pasal 133 Undang-ijndang Nomor ZZ tahun

2009 tentang Lalu Llntas dan Angkutan lalan telah memberlkan dasar hukum bagi penerapan

pengelolaan pernbat san lalu {intas seoagai !,etribusi tambahan, sehingga dapat diberlakukan

sebagal retribusl tambahan daerah,

Pasal 156 ayat (1) menyatakan bahwa retribusi ditetapkan dengan peraturan Daerah,

5. tjndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tahbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

Pasal 5 menyatakan dalam membentuk Peraturan perundang-undangan harus dilakukan

berdasarkan FEda asas PembenLukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang

meliputi:

a, kejelasan tujuan;

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

d, dapat dilaksanakan;

e. kedayagunaan dan kehasilgunean;

F. kejelasan rumusan; dan

9. keterbukaan.

Pasal 6 ayat (1) menerangkaa bahwa materi muatan peratuian perundang-undangan

harus mencerminkan asasl



a. pengayomanj

b. kemanusiaan;

c. kebangsaan;

d. kekeluargaan;

e. kenusantaraan;

f. bhinneka tunggal ika;

g. keadilan;

h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

j, keselmbangan, keserasian/ dan keselarasan,

6. undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemedntahan Daerdh (Lembaran Negard

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negard Republik hdonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah pengganti Undang-

Llndang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246)j

l"lemberlkan kewenangan yang luasr nyata dan bertanggung jawab kepada daerah, sehingga ada

peluang dan kebebasan bagi daerah untuk lebih leluasa rnengatur dan melakanakan

kewenangannya atas pGkarsa sendiri, sesuai dengan kepentingan masyarakat seGmpat dan

potensi setiap daerah, Kewenangan pemerintah daerah dilaksanakan secara luas, utuh dan bulat
yang,meliputl perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian. dan evaluasi pada semua

aspek pemerlntahan.

Pembagian kewenangan ini pada hakikatnya 
,merupakan 

pembagian tugas, kewajiban, dan

taAggung jawab. Hubungan kewenangar) antara pemerintah pusat dan daerah juga merupakan

hubungan dan pembagian tugas dari negara kepada penyelenggara negara pada tingkat pusat

seGra nasional dan daerah secara regional dan lokal untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat, pemerataan dan keadilan, eflsiensi dan efektivitas penyetenggaraan

pemerinbh daerdh,

Pasal I angka 2

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan

prinsip otonomi seluasluasnya dalem sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubtik Indonesia

Tahun 1945.



Pasal I angka 6

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 9aerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sisrem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimakud datam Undang-Undang Dasar N€ara Republik Indonesja
Tahun 1945.

Pasal 1 angka 7 menyatakcn bahwa asas otonoml adalah prinsip dasar penyelenggaraan

pemerintahan daerah b€rdasarkan otonomi daerah.

Pasal9

ayat (3) menyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimakud pada

ayat (1) adalah urusan pernerintahan yang dibagi aniara pemerintah pusat dan Daerah

provlnsl dan Oaerah Kabupaten/Kota.

ayat (4) menyatakan bah\,^ra urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah

menJadi dasar p€laksanaan otonomi daerah,

Pasal 13 ayat (1) menerangkan bahwa pembagian urusan pemerintahan konkuren antarF

Per,rcrinLah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayal (3) didasarkan p3da prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas,

serta kepentingan strategis nasional.

Pasal 13 ayat (4) menyatakan bahwa berdasarkan prinsip sebagaimana dimakud pada

ayat (1) kriteria urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

adalah:

a, Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota;

b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah Kabupaten/Kota;

c. Ll'usan Pemeriniahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah

. Kabupaten/Kota; dan/atau

d, Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien

dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota.

apabila

Palal 225:

ayat (1) memberikan kewenangan pada

menegakkan Perda dan Perkada,

ketenteraman, serta menyelenggarakan

Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk

menyelenggarakan ketertiban umum dan

pelindungan masyarakat.



ayat (2) menyatakan bahwa Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:

a. melakukan tindakan penertiban non-yustisiat terhadap warga masyarakat, aparatur,

, atau badan hukum yang melakukan peianggaran atas Perda dan/atau perkada;

b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu

ketertiban urnum dan ketenteiaman masyarakat;

c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur/ atau badan

hukum yang dlduga melakukan pelanggaran atas Perda danlatau Perkada; dan

d. melakukan tindakan adininistiatif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan

hukum yang melakukan pelangga.an atag Perda dan/atau Perkada,

Pasal 285 ayat (1) menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdkl atas:

a. pendapatan asli daerah meliputi:

1. pajak daeGhi

2. retribusi daerah;

3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

4. laln-laln pendapatan eslidaerah yang sah;

b. pendapatan transfer; dan

c. lainlain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 285 ayat (1) menerangkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan

dengan undang-undang yang pelakanaan di daerah diatur lebih lanjut dengan perda.

ayat (2) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain

di luar yang diatur dalam undanq-undang.

Pasal 344r ayat (1) menyafakan Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya

pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintahan yanS menjadi kewenangan daerah.

ayat (2) Pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan pada asas:

a. kepentinqan umum; l

b. kepastian hukum;

c. kesamaan hak;

d. keseimbangan hak dan kewajiban;

e. keprofesionalan;

f, partisipatif;

g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;

h. keterbukaan;

i. akuntabilitas;



j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok ren*€n;

k. ketepatan waktu; dan

l. kecepatan, kemudahan, dan keteiangkauan.



BAB IV
LANDASAN FII-OSOFIS, SO$OLOGIS, DAN YURIDIS

Setiap perancangan peiaturan perundang-undangan wajib menganalisis dasar pembentukan dari

reberapa aspel! yaitui pettamq aspek fllosofls (hakekat); teCu4 aspek sosiologis (kemanfaatan bagi

masyarakat); dan ketiga, aspek yuridis (dasar hukunt kewenangan dan materi). Tujudn menganalisih

aspek filosofis, sosiol€is dan yuridis adalah untuk menjelaskan mengapa peraturan perundang-undangan

lerlu dlbentuk, Iandasan kewenangan pembentuknya serta harapan bahwa peraturan dimaksud ketjka

diterapkan akan membawa dampak kebaikan bagi masyarakEt, sehingga ditaati oleh semua pihak, baik

lemegan9 peran maupun pelaksana peraturan,

y, Solly Lubis secara teoritis menyatakan beberapa aspek tersebut di atas sebagai suatu landasan atau

acuan yang lazim disebut paradigma )/aitu suatu parameter/ atau rujukan, atau acuan yang digunakan

sebagal Ecuan untuk berplklr atau berUndak tebth lanJut, Sedtktt berbeda dengan pendapat di atas, ty.

Solly Lubis memberikar tiga jenis paradigm yaitu: pertana, larldasan filosofis (paradigma filosofis);

keduat landasa., yuridis (paradigma yvidis)j ketiga, landasan politis (paradigma politis).l8 Rosjidi

Ranggawiljaj'a adalah salah satu penulis yang menganut tiga aspek yang pertama, yaitu dengan

mengesampingkan landasan politis.l'

Landasan filosofis (r/osorsche grondslag) adalah filsafat,atau pandangan hidup sesuatu bangsa tiada lain

berisi nilai-;ilai moral atau etika dari bangsa tersebut. t'loral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai

yang baik dan yang tidak baik.2o Pengertian yang baik, benar, adil, dan susila tersebut menurut takaran

yang dimiliki oleh bangsa yang bersangkutan, sehingga akan ditaati atau dipatuhi, Semua nilai yang ada

Ji Indonesia terakumulasi dalam Pancasila yanq merupakan pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsaFah

atau jalan kehidupan (way of life). Paradigma ini berakar, bersumber dari pandangan hidup bangsa dan

berkembang di tengah-tengah masyarakat bangsa ini, bukan hanya sekarang atau sesudah proklamasi

kemerdekaan, tetapijauh ratusan tahun sejak masa penjajahan,2r

Sebuah peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis (sociologische

grondslagl bila ketentuannya sesuai d3ngan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat,

5ehingga dapat dipatuhi dan diLaati, Hukum yang dibentuk harus sesuai dengan "hukum yang hidup,,

iliving hA da|am masyarakat, artinya masyarakat berubah, nilainilai pun berubah, kecenderungan dan

1314. Solly Ubis, Ihu Pengetahuan pe.-roanq Uiodr gon, CV. tlanddr l,tajr, BardJrg, 2009, hat. 15.
"RoslLdr RanggawidFla, pengant r Itmu perundan! Undangan Indonesra, Nlandar M;ju, Ea;dung, 1998, hat. 43-16.

'zrt4.soLty Lubis, opot, hat.16.



harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan terakumulosi rjalam peraturan perundang_undangan yang

berorientasi masa depan.2

Ketiga yaitu l6ndasan yuridis (juriCische grondstag) yaitu menetapkan badan yang berwenang

membentuk peraturan, serta proses daI prosedur penetapannya, Bagir t4anan menyatakan pentingnya

dasar yurldls sebab akan menunlukkcn: pertamat kehatusan adanya kewenangan dari pembuat

peraturan perundang-undangan; ked\@, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan

perundang-undangan dengan materi yang dialur, terutame iika diperintahkan oleh peraturan yang lebih

tinggl atau sederajat; *etl94 keharusan mengikuti bta cara tertentu, apabila tidak maka peraturan

leGebut dapat batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat; keerrpa4

keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tebih tinggi tingkatannya.23

Sebdgai tambahan, landasan politis ( politische grondslag) adalah kebijaksanaan potitik yang menjadi

dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan potitik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakanaan_
kebD6kanaan dan pengarahan kehfataksanaan pemerintah Negara. Sebagaicontoh garis politik otonomi
yang tercantum dalam TAP I4pR No, IV tahun 1973 (GBHN) di masa pemerintahan Orde Baru, meniadi
paradigm Dolitis pembuatannya Undang-undang No.5 tahun 1974 yang mengahrr pokok-pokork

Pemerintahan di Daerah, Di era reFormasi, yang menjadi landasan politis bagi pengeluaran pemerintahan

ialah RPJPN (Rancangan Pembangunan Jangka paniang nasjonal) dan RpJ14N (Rancangan pembangunan

Jangka l'lenengah Nasional).24

A. Landagan Filosofls

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang,Undang Dasar Negara

Republik Indonesia 1945, sehingga segala peraturannya sudah seharusnya berlandaskan hukum.

Secara teoritis, dalam hierarki norma hukum dikenal istilah teorijenjang norma hukum. Hans (elsen

(teori ienjang norma) menyatakan bahwa norma yang paling dasar adalah Norma Dasar

(Grundnorn) yang bersifat hipotetis dan fiktit yang tidak dapat ditetusuri tebih tanjut dan dijadikan

sebagai sumber dan dasar bagi peraturan di bawahnya, Norma ini juga disebut presupposed sebab

ditentukan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang menjadi gantungan bagi

norma-norma di bawahnya.'zs

"Rosl dL RanggawidjaF, O4Ot, hal 43 44.
aIbid, hat.444s.
21t'4. solty Lubts, oaot, hat. 22-23.

':sMana Fanda IndGti S.,Itmu perundang Undaryan Dasar Dasardan pembentukannya, kanisjus, yogyakarta, 1998, hat.
25.



Hans \awiasky (teo.ijenjang norma hukum) lebih lanjut menerdngkan bahwa selain berjenjang dan

berlapis, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelomook. pembagiannya terCiri atas
empat kelompok b€6ar, yaitu: Kelompok I: Staatsfundamentalnonn (Norma Fundamental Negara);

Kelompok II: Staatsgrundgezets (Ituran Dasar/pokok Negara); Kelompok lll., Fbnel Gezets

(Undang-Undang 'formalJi Kelompok N.. Veronug dan Autonotue Sazung (aturan pelaksana dan

aturan otonom).6

lYerujuk pada dua teori yang dikemiJkakan iersebut di atas, maka dl Negara Indonesla yang

dlkategorikan sebagEi Norma Dasar atau Norma Flndamental NeEara adalah pancasilarT, sehingga
peraturan yang dibentuk di bawahnya (khususnya tentang pengaturan parkir) seharusnya didasarkan
pada nllaFnllal yang terkandung dj dalam cita hlkum pancasila. Secara filosofis, cita hukum yang

dapat dijadikan sebagai dasar pengaturan parkir adalah siia ketima pancasita yaitu keadilan sosial

bagi seluruh rakyat Indonesta.

Nilai-nilai moral yang terkandung dalam Fancasila pada hakikatnya merupakan kesatuan moral

bangsa Indonesia, Pancasila merupakan rnoral, aekaligus mengandung arti sebagai norma. pancasila

Sebagai norma terdiri dari lima norma sebagai tercantum pada lima sila pancasila, yang memiliki

unsur-unsur bersama/ sehinggga dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia, pancasila sebagai

moral pengikat seluruh bangsa Indonesia bahkan sebenarnya seluruh umat manusia karena nilai-
nilai mordl yang terkandung didalam pancasila bersifat universal,2s

Setiap sila Pancasila mempunyai nilai-nilai tersendiri, sehingga diharapkan dapat diteiapkan dalam

kehldupan sehari-hari. Sila kelima mengandung bebeftpa nila\, yaitui peftama, bersikap adil terhadap

sesamej keduat menghormati hak-hak orang lai\ ketiga, menolong sesama; keempat, menghaeai

orang laian; keri7,4 melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum bersama.2s pada

umumnya nilai pancasila digali oleh nilai nilai luhur nenek moyang bangsa Indonesia termasuk nilji
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indcnesia, sehingga mempunyai kekhasan dan kelebjhan. Sila

kelima ini pada hakekatnyo dapat disimpulkan sebagai:

Sila ini mempunyai makna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan pertakuan yang adil
baik dalam bidang hukum, politik, ekonomi, kebudayaan, maupun kebutuhan spiritual dan
rohani sehingga tercipta masyarakat yang adit dan makmur dalam pelaksanaan kehidupan
bernegara. Perwujudan dari pengamalan sila kelima adalah bahwa setiap warga harus
mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan

16lbid, lal. 27 .

" Ibid, h?t. 38.
'?roionisius Andhika, A\AL5EIMtlB,E\IIrs NLAr.uwp]t\ElsIADAr-ar9 r(Ellu.pAr, (Al,Ilrs t-Nr\rBsttAsr\EcBr$1ARAI,{G,

bltp.//www.a.rdemia.edr/r53074/r,4AMLAH PENDTDIKAN TANCASILA dikunlung pada t n99at 19 Sepeiember
2015.



kewajibanya serta menghorr.ati hak-hak orang lain. Denqan sila kelima, manusia Indonesia
menyadari hak dan kewajiban yang sarna untuk menciptakan keadilan sosialdalam kehidupan
masyarakat Indonesia. Dalam hal ini dikembangkan perbuatannya yang luhur yang
mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong, untuk itu dikembangka;
sikap adil sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati 

-hak-

hak orang lain.$

Pembentukan Perda lnl Juga merupakan perwuJudan datt delegated tegtsla o4 artinya perda lni
dibentuk berdasarkan delegasian dari Undang-Undang, antara lain Undang-Undang Nomor 23 tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (UtJ 23/2014) dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU ZSl2009), tvateri muatan perda tentang pengaturan

parklr inl merupakan satah satu wujud pengemballan sebagian otonoml kepada daerah, khususnya

dalam hal pelakanaan desentralisasi Fiskal. Sebagai perwujutannya, maka pemerintah Kotamadya

Surdbaya diberikan kewenangan untuk dapat menggali sumber dan potensi pendapatan dari
daerahnya tersebut untuk kesejahteraan masyarakatnya. Di samping itu, perda tentang pengaturan
parklr juga merupakan desentralisasi sebagjan urusan pe.nerintah, Desentratisasl menurut Maurice
Duverger diartikan "penyerahan atau pengakuan hak atas kewenangan untuk mengurus rumah
tangga daerah sendiri, dalam hal ini daerah diberi kesempatan untuk melakukan suatu kebijakan

sendirl. Pengakuan tersebut me.ilpakan suatu bentuk partisipasi rakyat dalam pengambitan

keputusan yang merupakan ciri dari Negara demokrsi.,,3r,.Desentralisasi adalah pendelegasian

wewenang dalam membuat keputusan dan kebuakan kepada manajer atau orang-orang pada level

bawah pada suatu organisasi,^2

Ten Eerge mengarUkan desentratisasl sebagat suatu penyeEhan atau pengakuan hak (mengenat

keadaan yang telah dinyatakan) atas kewenangan untuk pengaturan dan pemerintahan dari badan_

badan hukum publik yang rendahan atau organ-organ, dalam hal mana ini diberi kesempatan untuk
melakukan suatu kebijaksanaan sendiiri.d3 Oesentralisasi kekuasaan yang melahirkan daerah

otonom sering diiumbuhkan dengan otonomi daerah yang sebenarnya mempunyai tempat masing-

masing. Istilah otonomi lebih cenderung pada potitical aspect (aspek politik - kekuasaan negara),

sedangkan desentralisasi lebih cendeiung pada administative aspect (aspek administrasi ltegara).

llka dilihat dari konteks pembagian kekuasaan dalanr prateknya, kedua istalah tersebut mempunyai

keterkaltan yang erat, dan tidak dapat dipisahkan, Artinya jika berbicara mengenai otonomi daerah,

rocreby Gemysa FaGdibd, tnoteTert srs a Ket,ma Keaditan SosatBao, SetLruh Rakvarlndon6;
tshp: //www.konnasiala.com,b€oetarad bai irnp Fre Lcsrsib . e rna{ead dn-soiid. baor. )eru-Lr-f;r;;i
nd0rs!.2:52irb6a5ca€3AtU1c8b456t. a,tun;u-9, pa.L. ta-9$iu-ept.noeiioG. --=-- .--I'Kunrjoro Putopranoto, sisli.m pere..rahdr oe;;krae. P- E.esco. Bandung, 19l8, 1a;. t.

"Armin, Otonomi, Sentratisasi& Desentratis.s, http// zatfaas€tria.bogspot.co;/200il12 Dtonomis€ntyratisas.htm , I

cikunjungr pala tanqqat t9 Seotember 2015.3ten Berge, B6han peniEran Hrr[um Admininrasi, Kerjasarna Hukrm Indonesia_Betdnda, 1999, hat. 18.



tentu akn menyangkut pertanyaan seberapa wewenang untuk menyelenggarakan urusan
pemerintahan ypng telah dibetrikan sebagai wewenang rumah tangga daerah, demikian

sebaliknya."y

Pembalian kekuasaan secara vertikal yang nrelahirkan daerah otongm terebut tentunya tidak lepj5
sebagaisarana untuk mempermudah atau mempercepat terwujudnya keseiahteraan, lvlenurut Sandy

pembentukan daerah otonom bertujuan:3s pertama, mengwargi beban pemerintah pusat oan

campur tangan tentang masalah-masalah kecil pada tingkat lokat, Demikian pula memberikan

peluang untuk koordinasi pada tingkat lokal; kedl4 meningkatkan pengertian rakyat serta dukungan

mereka dalam keglaLan usaha pembangunan sosialekonomt. Demikian pula pada tingkat lokal, dapat

merasakan keuntungan dari konshibusi kegiatan mereka ilui ketiga, Wnyusunan program-program

untuk perbaikan so6ial ekonohi pada tingkat lokat sehingga dapat tebih relalistis; keetupat, melat;h
rakyat untuk blsa mengatur urusannya send.jj (self govenmenOj dan kelima, pembinaan kesatuan

naslonal.

Sedangkan Dann Suganda berpendapat bahwa pembentukan daerah otonom iuga didasarkan adanya

beberapa kemungklnan, yailui36 peftarha, pemanfaatan sebesar-besarnya potensi daerah sendiri;

kedr4 untuk terpusatkan masyarakat di daerah-daerah karena aspirasl dan kehendaknya terpenuhij
ketiga,t. masyatakal setempat lebih banyak ikut'serta didatam memikirkan masalah-masalah
pemerintahan, ladi lebih cocok dengan susunan pemerintahan ya\g demoktalisj keempat,
pembangunan di daerah-daerah akan lebih pesa! karena tiap-tiap daerah akan berusaha untuk
menclptakan kebanggaannya sendtrt,

lYemperhatikan pendapat-pendapat di atas jelas nampak bahwa otonomi daerah sangat berkaiLan

dengan demokrasi, kesejahteraan rakyal, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan,

Dalam penyelenggaraan pemerirtahan di Indonesia pembagian kekuasaan yang melahirkan daerah

otonom didasarkan pertimbangan-pertimbangan antara lain:37

Pertama, tututan negara hukum, Bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum
(rechbstaa\, dimana salah satu ciri negaE hukum adalah adanya pembagian kekuasaan dan
pemencaran kek)asaan (scheiding en speiding van machten). pembagian dan pemencaran
tersebut sebagai upaya mencegah Lrertumpuknya kekuasaan pada sati pusat pemerintahan
yang akan memberatkan beban pel€rjaan yang harus dijalankan. Dengan pemencaran pusat
akan diringankan dalam menjalaflkan pekeriaan. lldak pula kalah penting, pemencaran
mempunyai fungsi "cheks and balances.', Kedua, tuntutan negara kesejahteraan, Bahwa

.. 
rlRyaas Rasyid, perspektif Otonomr Luas, datam Otonorni atau Federaltsme damp.knya te adap perekonom an, SLrara

Harapan, Jakarta, 2000, hat. 78.
3sBntorc Tjokoamidjojo, Pergonrar ldn .lErbsi pembd-:ura r. LoJFS, lakalta. | 98 /, ha . 82.
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negara kesejahteraan adalah negara hukum yang memusatkan perhatian pada upaya
mewujudkan kesejahteraan orang ba.yak. LJndang-Undang Dasar Negara Repuljk Indone;ia
tahun 1945 meletakkan negara atau pemerintah untuk meiluiudka; kesejihteraan pada
orang banyak, fef,94 tututan demokrasi, Bahwa demokrasi menghendaki partisipasi. Daerah
otonom yang disertai badan perwakilan merupakan wadah kesempatan rakyat berpartisipasi.
Keempat, tvrttutan kebhinekaan. Bahwa rakyat Indonesia, baik sosiat, ekonomi maupun
budaya ad6hh masyarakat pturalrstjk yang mempunyat sifat dan kebutuhan yEng berbeda-
.b!d!. S€brErl perwurutan keadtlan, keseJahteraan dan keamanan ttdati mungktn
"memakakan" keseragaman (uniformitas), Setiap keseragaman dapat menimbulkan
gangguan terhadap rasa xeadilan, kesejahteraan dan keamanan. Deerah otonom merupakan
sarana mewadahl perbedaan tersebul sesuai dengan prinsip "bhineka tunggal ika,,.

l4emperhatikan pendapat Bagir l\4anan tersebu(., nampak jetas bahwa desentralisasi kekuasaan

sebagal sarana untuk memudahkan pencapaian tujuan negara sebagaimana dituangkan dalam alenia
empat Pembuliabn Undang-Undang Dasar Negara Rep!blik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
yang menyahkan "Kemudlan dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia
yang melindungi segenap banEsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untux
memajukan kesejahteraan umumT mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakal
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosiat, maka
disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan lrrdonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara

Indonesia, yang terbentuk dalam s,Etu susunan Negara Repubtik Indonesia yang berkedaulatan
rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan yang lvaha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,

Persatuan lndonesia dan Ker6kyatan yang dipimpin o,eh hikmat kebijaksanaan dalam
PermusyawaraEn/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagl seluruh rakyat
Indonesla."

Dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia penyelenggaraan pemerinfahan daerah

merupakan bagian dari penyelenggaraan negara secara keseluruhan. I4engingat hal tersebut secara

filosofis, negara sebagai pemegang mandat dari rakyat bertangqungjawab untuk menyelengarakan
pelayanan publil! sebagai usaha peme;.tuhan hak-hak dasar rakyat. Datam hal ini/ posisi negara

adalah sebagai pelayan masyarakat (public serujce) dari pengguna layanan. Sementara rakyat
memiliki hak atas pelayanan pubtik dari negara karena sudah memenuhi kewajiban sebagai warga

negara, seperti membayar pajak atau punggutan lainnya (langsung maupun tidak langsung) dan
terlibat dalam partisipasi penyelenggaraan petayanan pubtik,

Apabila kita memperhatikan sistem pemerintahan Incionesia sebagaimana tercermin dari ketentuan
Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 dan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentuk€n Peraturan perundang-Undangan, maka sistem pemerintahan disusun secara be4enjang

mulai dari Pemqintah pusai, pemerintahan Daerah provinsi dan pemerintahan Daerah



Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah ini nanunya akan menjadl pedoman bagi seluruh komponen

Pemerintahan Daerah Kotamadya Surabava dalam rangka mewujudkan pemerintahan Daerah yang

melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan yang berasaskan 6ood Governance, sehingga tercapai

masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD NRI 1945.

B. Landasan Sosiologls

Landasan sosiologis dalam Perda ini menrpakan pedimbangan atau alasan yang menggambarkan

bahwa peraturan yang dibentuk untuk melnenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

Landasan sosiologis menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan

masyarakat dan negara, khususnya Kotamadya Surabaya. Seperu diketahui bahwa dengan

diterbitkan beberapa peraturan perunoang-undangan, antara lain UU 2312014 dan UU 28/2009, maka

Pemedntahan Kotamadya Surabaya perlu mengapresiasi dengan membentuk perda pengaturan

parklr. Hal demikian dilakanakan gun6 mengantisipasi permasalahan yang telah terjadj,
kemungkinan akan timbul masalah, dan adanya upaya untuk rnencegah timbulnya ekes di dalarn

masayarakat akibat semakin bertambahnya jumlah kendaraan, jumlah pertokoan serta jumlah

perkantoran (iumlah bangunan) di Kota Suarabaya.

Upaya untuk mengatur parkir di Kotamadya Surabaya juga didasarkan pada visi dan misi Xota

Surabaya tahun 2011-2015 yaitu "tvlenuju Suribaya sebagai Kota Jasa dan perdagangan yang

Cerdas, I4anuslawi, Bermartabai, dan BeMawasan Lingkungan,,, Terwujudnya Kota Surabaya sebagai

pusat perdagangan dan jasa yang cerdas dalam merespon semua peluang dan tuntutan global,

djdukung oleh kepedullan tlnggi dalam mewujudkan strukur pemerintahan dan kemasyarakatan

yang demokratis, bermartabat dalam tatanan lingkungan yang sehat dan manusiawi.

Sebagai upaya mewujudkan visi yang menjadi tujuan akhir bagi segala bentuk penyelenggaraan

pembangunan di Kota Surabaya, maka ntisi yang akan dijalankan dan menjadi sasaran bagi segala

bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan (baik oleh penyelenggara

pemerintahan maupun masyarakat) selama lima tahun kedepan adalah sebagai betikuti pertamat

membangun kehidupan kofa yang lebih'Cerdas, melalui peningkatan sumber daya manusia yang

didukung oleh peningkatan kualitas intelektual, mental-spiritual, keterampilan, serta kesehatan warga

secara terpadu dan berkelaniutani kedu4 menghadirkan suasana koia yang 'lyanusiawi, melalui

peningkatan akesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan publik, reformasi birokrasi. serta
pemanfaatan sumber daya |,ota unLuk sebesar-besarnya mendukung kesejahteraan watgai ketiga,

mewujudkan peri kehidupan warga yang'Bermartabaf melalui pembangunan ekonomi berbasis

komunitas yang mengutamakan perluasan akses ekpnomi demi rnendukung peningkatan daya cipta

serta kreativitas segenap werga Kota Surabaya datam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang



mampu bersaing di kawasan regional dan internasional; keempa! menjadikan Kota Surabaya

semakin layak-huni melalui pembangunan infrastruktur fisik dan sosial seGra merata yang

'Berwawasan Lingkjngan'.

Pengaturan tentang parkir dalam Perda ini juga didasari pada keinginan untuk memperoleh

tambahan bagl pendapatan daerah, Empat mlsl Kota Surabaya memerlukan iumlah anggaran yang

tentu saia tldak sedlkit jika dikajl dalam ukuran materi. Secara khusus adatah vist yang ke-dua yang

ingin rnenclptakan Kota yang manusia\ni, sehingga n'iewuludkan kesejahteraan lvaiga Kota Surabaya.

Pemerintah Kotamadya Surabaya diharapkan dapat mandiri dalam mencari dana bagi pembangunan

kota, Implementasi dua Undang-Undanq di atas setidaknya membawa konsekwensi pada

kemandirian daerah, khususnya KoLamadya Surabaya dalam mengoptimalkan penerimaan

daerahnya. Optimalisasl penerimaan daerah ini sangat penting bagidaerah dalam rangka menunjang

pembiayaan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan_ Sumber penerimaan daerah yang

dapat menjamin keberlangsungan pembangunan di daerah dapat diwujudkan dalam bentuk

Pendapatan tuli Daerah (PAD),rg

PAD memiliki peran p€nting dalam rangka pemblayaan pembangunan di daerah, Berdasarkan pada

potensl yang djmilikl maslng-masing daerah, peninEkatan dalam penedmaan pAD ini akan dapat

meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Seiring dengan perkembangan perekonomian daerah

yang semakin terintegrasl dengan perekonomian nasional dan internasional, maka kemampuan

daerah dalam mengoptimalkan pemanFaatan sumber-sumber penerimaan pAD menJadi sangat

penting. Sumber-sumber penerimaan PAD tersebut dapat diuraikan lagi dalam bentuk penerimaan

dari pajak daerah dan retribusi daerah. Menurut UU 2B|2OO9, paiak daerah dan retribusi daerah

merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan

pemerintahan daerah.3e

Sejalan Cengan misi yang kedua yaitu dengan meningkatkan kuatitas pelayanan publik dan reformasi

birokrasi di kalangan Pemerintahan Kota Surabaya, maka perda ini wajib dibentuk. pelayanan publik

nlempunyai aspek yang multi dimensi, yatu'. pespektis ekonomi, semua pengadaan barang dan jasa

oleh pemerintah untuk warga negara sebagai konsume\ perspektif potltik, pelayanan publik sebagai

refleki dari pelaksanaan negara dalam melayani warga negaranya berdasarkan kontrak sosial

pembentukan neqaG oleh elemen-elenen warga negdta perspektif sosial budaya, pelayanan publi!<

merupa.kan sarana pemenuhan kebutuhan dasar masyaraket demi mencapai kesejahteraan yang di

- 
slmam l4ukilis, P€ran Pajak Da€rah Datam rylenrngkatkan pendaparan Asli Daerah, M3kaiah pada S€minar Reg onat

Perpajakan, Fakultas Ekonom Uni!€Gitas Negert Matdng, tangg.t 29 &nl 2010.srbid.



Calam pelakanaannya kental akan nilai-nilai, sistem kepercayaan dan unsur religi yang merupakan

refleksi kearifan lokal; dan pespektif hukum, petayanan publik dipandang sebagai suatu kewajiban
yang d:berikan oleh konstitusi atau peraturan perundang.undangan kepada pemerintah untu{
memenuhi hak dasar warga negara atau penduduk ahs suatu pelayanan.{

Perda tentang parkir diharapkan dapat nemberikan keuntungan dari dua slsi sekaligus, yattu

kepentixgan Pemerlntah Kota dalam mengatur masyarakat dan linkungannya, serta masyarakat yang

tetap dijamin dan dihargai kepentingan dan hak-haknya. Hal pertama pemerintah diharapkan marnpu

memberlkan fungsl "pelayanan" pada masyarakat Kota Surabaya dalam berbagaj perspektif, yang

dlharapkn dapat memberikan pelayanan dan peningkatan ekonomi warga, sebab pemerintah

mempunyai tanggungjawab moral setelah terpilih secara demokratis. pengaturan parkir ini juga

diharapkan mampu tetap 'menjaga' adat dan budaya lokat Kota Surabaya, tanpa melupakan pada

perdfuran perundang-undangan yang berlaku. pemerintah Kotamadya Surdbaya diharapkan mampu

memberikan pelayanan yang makimal kepada w4rga dan penduduk Kota Surabaya yang dapat
dikategorikan sebagai pengg!na dan pelanggan fasiljtas parkir, baik yang disediakan oleh pemerintah

Kota Surabaya dan/atau pihak swasta,

Perda pengaturan parkir juga bersinggunggan dengan kajjan hak asasi manusla warga Kota

Surabaya, Bertambahnya jumlah tenaga kerja tidak berbanding lurus dengan ketersediaan jumlah

lapangan kerJa dl Kota Surabaya. Apabila di berbagai kawasan di Kota Surabaya bermunculan'parkk-
parki/ liar yang ditunjang dengan beberapa tlkang parkirf hal tersebut tentu saja juga te*ait
dengan usaha seseorang untuk dapat rnencukupi kebutuhan hidupnya. Bahwa hak-hak ekonomi

soslal budaya adalah hak yang dapat dikategorikan sebagai hak yang membutuhkan partisipasi aldif

dari pemerintah untuk mewujudkannya.,, Hak yang terbagi atas hak-hak ekonomi (hak atas

pekerjaan dan hak buruh), hak sosial (hak untuk mendapatkan standart kehidupan yang layak, hak

atas keluarga, ibu dan anak, hak atas kesehetan fisik dan mental), serta hak budaya (hak atas

pendidikan dan hak atas kehidupan budaya dan ilmu pengetahuan).42

14iriam Budiardjo berpendapat bahwa pelaksanaan hak ekonomi tidak cukup hanya melalui

petundang-undangan saja/ pemerintah harus aktiF ntenggali semua sumber kekayaan dan mengaiur

kegiatan ekonorni sedemikian rupa sehingga tercipta iklim yanq kondusif untuk penegakan hak

. . __ __tirajuddin et.al., Hukum Pelayanan PubUk B€rbasis pertisipasi& Keterbukaan Infcrmasi, SetaG press, Malang,20ui
hal.11-12.
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ekonomi.a3 Artinya hak ekonomi dan sosial tidak dapat teMujud hanya dengan meratifikasi Kovenan

Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam peraturan ndsional dan menjaminnya

dalam sebuah tjndang-Undang khusus hak asasi manusia, tetapi juga memerlukan langkah nyata
dalam mewujudkan pemenuhan ha katas pekerjaan, sehingga masyarakat yang terlibat dalam
praktek parkir liar dapat meningkatkan taraf:tidupnya, perda ini diharapkan dapat memberikan sotusi
dalam mengurangl tlngkat penganggulnn (hak ekonomi) dan sekaligus meningkatkan standar hidup
yang lebih layak (hak sosial) warga Kota Surabaya.

Hal lain yang pglu untuk diatur adatah hak parkir bagi kaum disabititas yang diatur datarn Undang_
Undang Nomor 4 tahun 1997 tentanE penyandang Cacat, dalam pasal 5 menyatakan bahwa setiap
penyandang disabilitas mempunyai hak da,r kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan
dan penghldupan. Sejalan dengan pemberian fasiliLas bagt kaum dtsabjlitas, pasal 4 Undang_Undanb

Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik juga memberikan beberapa asas yang harus
diwurudkan da,am pelayanan publik oleh pemerintah Kota Surabaya, antara taini keFentingan umum,
kepastian hukum, kesanraan hal! persamaan perlakuan/tidak diskrirninatit fasilitas dan perlakuan

khusus bagi kelompok khusus,

Perspektif hak asEsi manusia dalam landasan sosiologis ini dapat dikaitkan dengan dua prinsip dalam
hak asasi manusla, antara lainl prinsip pemartabatan mat\usia (human digni1l dan prinsip non
diskrimlnasi (ro, disctiminaticn), keduanya merupakan dua prinsip yang berdampingan. Dimana

dalam prinsip pertama, setiap orang harus menghargai manusia tanpa membeda-bedakan umur,
budaya, keyaklnan, etnisitas, ras, gender, orientasi seksual, bahasa, komunitas disable/berbeda

kemampdan, atdu kelas sosial yang sepatutnya dihormati dan dihargai. { Dalam prinsip non

diskriminasi melarang merendahkan marta5at atau hargi diri komunitas tertentu, sehingga bila

dilanggar akan melahirkan pert-entangan dan ketidakadiian di dalam kehidupan manusia.a5

Prinsip selaniutnya adalah prinsip pertanggungj awaban (responsibilt)4 yang memberikan penekanan
peran p6da negara yang daranl har ini acarah pemerintah Kota surabaya untuk dapat memberikan
perlindungan bagi warga negaranya. unsur pertanggungjawaban acalah bagian yang ridak
terpisahkan dari pr:nsip-prinsip hak asasi manusia agar bisa terwujudkan, Bahwa aktor non negara

iuga mempunyai tanggungiawab yang sama untuk memajukan hak asasi manusia, khususnya
memberikan dan menyedjakan fasilitas parkir bagi kendaraan penyandang disabilitas.a6

arMrnam Budiardjo, DasarDasar Itmu poltil! pT. Grdmedta pustaka Utama,.lakarta, 2010, hat. 22r.sR. Herlambaro Pefdana wiratEman knn<fiLrondisrc a"" t"l-n"r 452. u"rrli]ii""*psiiansgung tawao r,legaradalar SEtem-ktatanegdEa- Indonesia), Jumal \und,ka, vo,. 20 No. 1, JrnJan-Februan il;;i;i 3s.;.'
$ rbii, hat. 3z .



c. Landasan Yuridis

Landasan yuridis di dalam pembentukan perda adalah untuk menjelaskan dasar kewenangan

Pemerintahan Kotamadya Surabaya untuk membentuk perda. Selain itu juga sebagai dasar materi
yang dlgunakan untuk menetapkan ruang lingkup perda dan dasar prosedur dalam pembentukan

Perda. Ketlga komponen tersebut merupakan dasar keabsahan dalam pembentukan perda, Dengan

dimuatnya peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan, substansi dan
prosedur, maka diharapkan Perda tidak dibatatkan serta dapat berlaku efeKif. Adapun landasan

yuridls tersebut adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Oasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kota Besar Datam

Ungkungan Propinsi Jawa 
_Iimirrnawa 

Tengah/jawa Barat dan Daerah Istimewa yogyakarta

sebagaimana telah diubah dengan Undang-L,ndang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor Z73O);

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 1991 lentang Hukum Acara pidana (Lembaran Negara Tahun

1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 34BO);

4, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2OO4 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2OO4 Nomor 132

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);

5. tjndang-Undang Nomor 22 Tahun 2OC9 tenbng Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran

Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);

6. Undang-tjndang Nomor 28 Tahun 2oO9 tentang pajak Daerah dan Retribusi Dairah (Lembaral,r

Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

(Lembardn Negara Republik hdonesia Tahun 2011 Uomor 82, Tair,bahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

8. undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Ncmor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang_
Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 19g3 tentang pelaksanaan Undang_Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3Z5B);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran
Negara Tahun 1993 Nomcr 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 bentang Kendaraan dan pengemudi (Lembaran

Negara Tahun 1993 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3S3O);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2OO1 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun

2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

13. Perdturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman pembinaan dan pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaian Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang lalan (Lembaran Negara Tahun 2006

Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomoi 4655);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2OO7 tentang Pembagian lJntsan pemerintahan Antara

Pemerintah, Pemerlntahan Daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

(Lembaran Negara Tahun 2007 l,{omor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas pendukung

K€iatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalax;

17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM, 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas parkir untuk

Umum;

18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Kty, 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara parkir;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang pedoman Tata Cara

Pemungutan Retribusi Daerah;

20. Keputusan lvlenteri Dalam Negeii Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata C-ara pemeriksaan di

Bidang Retribusl Daerah;

21. Keputusan l..lenteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang pedoman

22. Keputusan l\4enteri Dalam llegeri Nornor 245 Tahun 2OO4 tentang pedoman penetapan Tarif

Retribusi Jasa lJmum;

23, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah lingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 tentang Izin

l4endirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah l'ingkat ll Surabaya Tahun 1992

Nomor 5/C);

24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang penyidik pegawai Negeri Sipil

Daerah (Lembaran Daerah Kota Sul"baya Tahun 2004 Nomor Z/E);

25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang Rencana Tata Ruang Wilayalr

Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2OO7 Nomor 3);

26. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2OOB tenbdng Organisasi perangkat Daer"h

(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2OOB Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota

Surabaya Nomor 8);



27. Peraturan Daerdh Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang LJrusan Pemerintahan Yand

, Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surdbaya Tahun 2008 Nomor 11

ahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11).



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN

DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PEMTURAN DAERAH

Dalam rangka menghadirkan alternatif solusl atas permasalahan perparklran maka pertama_tama

pengaturan perparkifan menjangkau penyelenggaraan parkir baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah

maupun orang atau badan. Arah pengaturan selanjutnya memberikan legitimasi bagi Pemerintah untuk

memungut pajak atas penyelenggaraan parkir dan memungut retribusi atas pelayanan jasa parkir yang

tetah diberikan, Sebagai konsekuensi atas pembelian izin penyelenggaraan parkir. maka pemegang izil

diperbolehkan menerapkan tarif dari masyarakat sebagai pengguna parkjr sesuai dengan batasan atau

ketentuan y3ng telah ditetapkan dalam Perda. lvlaka bagi pihak yang riemiliki izin penyelenggaraan parkir

dan membebankan tarif tersebut dipungut oajak atas penyelenggaraan parkir, dengan demikian

Pemerintah berada pada posisi sebagai penergah, dalam arti bahwa masyarakat dibatasi melalui

mekanisme izin, memenuhi kewajibannya dalam bentuk brif dan pajak namun tetap terlayani melalui

mekanisme yang adil.

Pengaturan perparkiran yang baru pada intinya adalah memperbaiki pengaturan sebelumnya yang telah

dirasa tidak sesuai dengan dinamika masyarakat. Sehingga, perubahan inti terutama terleLak pada

perubahan tarif yang menyesuail.Gn dengan nilai mata uangi perkembangan pelayanan perparkiran

s€pertl pa,klr elektronlk; parklr berlangganan; dan parklr untuk penyandang dlsabilitas. Menglngat bah\,,va

;engaturan semacam inl slfatnya teknis dan prosedural maka raperda memberikan pendelegasian lebih

lanjut pada Pemerintah oaerah untuk mernbuat pengaturan lebih rinci agar ketentuan ini dapat

dilaksanakqn.

Pengaturan berikutnya adalah mengenai pengeMalian parkir untuk memberikan kepastian hukum bagi

Fenegak hukum (law implementing agencles) unluk rnengambil tindakan langsung (tindakan

nyata/materiil) atas pelanggaran minor yang mengakibatkan terganggunya ketertiban umum, maka

raperda ini memuat sanksi berupa pengurangan angin ban, penderekan, dll. Terhadap upaya penegakan

hukum y3ng utamanya dilakukan oleh Dinas yang berkaitan langsung dengan masalah perparkiran,

raperda penyelenggaraan perparkiran ini selaiil mengatur tentang retribusi juqa mengatur tentang

rnsentif atas penegakan dan pengendalian parkr yang dilakukan berupa jasa pungut,



A. Ketentuan Umum

1. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara,

2. Juru partir adalah orang yang dilunjuk oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan perhubungan

Kob Surabaya untuk mengelola tempat parkir di tepijalan umum.

3, Koordinator juru parkir adalah orang yang dih.rnjuk oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan

perhubungan Kota Surabaya yang bertugas mengkoordinir beberapa juru Parkir Sesuai dengan

wilayah kerja yang ditentukan.

4. Tempat parkir adalah fasilltas perkir kendaraan yang disedlakan, balk yang berada dl tepi jalan

umum, gedung, taman, dan oelataran.

5. Tempat parkir di tepl jalan umum adalah fasilitas parkir kendaraan di tepl lalan umum yartg

ditentukkan oleh Pemerintah Daerah.

6. Tempat parkir insidentil adalah tempat parkir di tempat jalan umum yang tidak diselenggarakan

oleh Pemerintah daerah secara tidak tetap atau tidak

7. lalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan

pelengkap dan pertengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada

permukdnn tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air kecuali

jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

8, Jalan umum adalah jalan yang dipei'untukkan bagi lalu lintas umum,

9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendraan yang tidak bersiFat sementara.

10. Juru parkir adalah orang yang bertuqas mengelola tempat parkir di tepijalan umum dan ditunjuk

oleh Kepala Dlnas yang membidangi urusan perhubungan Kota Surabaya.

11. Tempat parkir adalah fasilitas parkir Kendaraan yang disediakan baik yang berada di tepi jalan

umum, gedung, taman dan pelataran.

12. Tempat parkir di tepi jalan ur,1um aoalah fasilitas parkir kendaraan di tepi jalan umum yang

ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

13, Tempat parkir insidentil adalah fasiliLas parkir kendardan di tepi jalan umum yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara tidak tetap.

14. Tempat khusus parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau drkelola

oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir/ teman parkir dan gedung

Erkir.
15. Tempat parkir wisata adalah tempat khusus parkir yang disediakan untuk melayani dan

menunjang kegiatan wisata,

16. Karcis parkir adalah tanda bukti pembayaran parkir atas pemakaian tempat parkir atas seLiap

kendaraan.



32. Surat bgihan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan

tagihan retribusidan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
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c. Ketentuan sanksi

sanksi Administratif

1, Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir tidak memiliki izin sebagaimana

dikenakan sanksi adnrinistrasi berupa:

a, denda administrasi paling banyak Rp, 5O.OOO 000,00 (lima puluh juta rupiah);

b. penutupah lokasl penyelenggaraan parkir.

2. Petugas parkir yang tidak melaksanalsn kewajiban memberikan pelayanan masuk dan keluarny?

kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya; menjaga ketertiban dan

keamanan terhadap kendaraan yang diparkir di tempat parkir yang menjadi tanggung iawabnya;

manyerahkan karcis parkir yang masih berlaku dan mellerima pembayaran retribusi parkir dan

sewa parkk sesuai dengan tarif Parkir yang ditetapkan; mematuhi batas-batas/petak parkir yang

telah ditetapkani dikenakan sanksi administratif berupa:

a. teguran lisan;

b, peringatantertulis;

c. penlberhentian sebagai petugas Parkir'

Setlap orang yang melanggar ketentuan parkir di ruang miiik ialan, dikenakan sanksl administratif

berupa tindakan:

a. Penguncian ban kendaraan bermotor dan kehdaraan tidak bermotor;

b.Pemindahankendaraan;dilakukansengancarapenderekanket'asilitasParkiryangsudah

ditetapkan dan/atau ke temPat penyimpaqan kendaraan bermotor yang disediakan oleh

rPemerintah 
Daerah. Dinas tidak bertanggungjawab afas kelengkapan dan keutuhan

kendaraan beserta muatannYa

c, Pengurangan angin roda kendaraani dan/atau

d. Pencabutan pentil ban kendaraan

Wajib retribusi yang tidak,Trembayar tepat pada !/aktunya atau kurang membayar' dikenakan

sanki administrasi berupa bunga sebesar 2olo (dua Persen) setiap bulan dari retribusi yang

terutang, yang tidak atau kurarlg dibayar ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi

Daerah,

PemerintahDaerahdiberikanpendelegasianwewenanguntukmemberik.anPengaturanlebih

lanjut tentang penagihan, pengurangan/pembebasan, Can pengajuan keberatan atas kewajiban

pembayaran retribusi,

sanksi Pidana

1. Pelanggaran terhadap ketentuanl

3.

4.



a. l4enyelenggarakan tempal parkir namun tidak membayar pajak parkir;

. b. Orang atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir memungut tarif parkir melebihi

- keteotLen tarif ,arlir sebagaimana diatur dalam peraturan daerah;

' c. Menempatkan kendaraan yang dapat mengurangi atau merintangi kebebasan kendaraan-

kendaraan yang akan keluar atau masuk tempat Parkir dan/atau dapat menyebabkan

tergangqunya kelancaran lalu lintas;

d. Parkir di ruang milik Jalan yang tidak terdapat marka parkir, rambu parkir dan/atau bukan

Fasilrtas parkir.

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp'

50.000.000,00 (iima puluh juta rupiah),

. 2. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugik€n keuangan Daerah

dipidana denqan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling'banyak 3 (tiga)

kalijumlah retrlbusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

D, Ketentuan Peralihan

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka terdapat tiga Peraturan Daerah yang harus dicabut

yakni:

a. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran

dan Retrlblsi Parkir (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 1);

b, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di

Tepilalan Umum (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 8);

c. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Pemindahan Kendaraan

Bermotor, Kereta Tempelan dan Kereta Gandengan dinyatakan tidak berlaku (Lembaran Daerah

Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 9/E)i



A.

BAB VI

PENUTUP

simpulan dan Saran

Masalah perparkiran pada kenyataannya sangatlah kompleks dan tidaklah mudah diselesaikan hanya

dengan pengaturan baru, Di sisi yang satu perparkiran ditujukan sebagai salah satu penunjang

sumber pendapatan daerah yang signifikan/ di sisi lain perparkiran meruPakan bentuk pelayanan

publik yaig haius diselenggarakan dalam rangka memelihara ketertiban umum, kelancaran lalu lintas

yang pada akhirnya menunjang perekonomian. Dibutuhkan kombinasi antara sistem terpadu,

terencana dan memberikan kepastian hukum yang dirancang melalui peraturan daerah serta

perbaikan pola komunikasi antara lembaga yang secara langsung menangani perparkiran yakni dinas

perhubungan dan lembaga yang menangani hasil dari penyelenggaraan parkir yakni dlnas

pendapatan.

Kebijakan pengaturan perparkiran di masa yang akan datang sebaiknya tidak lagi bertujuan untuk

meningkatkan pendapatan daerah melainkan untuk diintegrasikan denqan kebijakan mengenai

hansportasi publik, dimana tuluan akhir yang ingin dicapai adalah berkurangnya penggunaan jumlah

kendaraan pribadi di jalan. Sehingga ketika masyarakat menggunakan kendaraan pribadi, ia tidak

hanya harus menghitung konsumsi bahan bakar minyak saja, namun juga menghitung berapa biaya

yang harus dikeluarkan untuk menikmati pelayanan parkir, Kedua kombinasr kebijakan ini ditujukan

agar masyarakat mulai beralih dari kendaraan pribadi ke transportasimassal.
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